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ABSTRAK

Dalam Skrips ini membahas tentang Penerapan Standar Akuntans
Pemerintah Berbasis Akrual PP Nomor 71 tahun 2010 di Pemerintah Kota Medan
dengan tujuan untuk mengetahui Analisis dan tantangan Pemerintah Kota Medan
dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual untuk menjadi
good governance. Bagi Pemerintah Kota Medan khususnya di bagian BPKAD
Kota Medan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam menerapkan
akuntans berbasis akrual. Penlitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.
Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi, serta internet searching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Kota Medan sudah cukupbaik dan
efektif. Hal ini di tandai dengan telah sesuainya penyusunan Laporan Keuangan di
Pemerintah Kota Medan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Tantangan-tantangan
yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual terdiri dari
sstem akuntans atau information technology based system, komitmen dari
pimpinan, tersedianya SDM yang kompeten, resistenss dalam perubahan dan
lingkungan/masyarakat, kelima tantangan itu dapat diatas berbagai kendalanya
oleh Pemerintah Kota Medan secara efektif dan efisien. Saat ini Pemerintah Kota
Medan menggunakan aplikas SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah)
untuk mendukung dan menunjang Penerapan SAP berbasis Akrual PP Nomor 71
Tahun 2010.

Kata Kunci : Standar Akuntans Pemerintah Berbasis Akrual dan Tantangan
Pemerintah



ABSTRACT

In this thesis discusses the Application of Accrual-Based Government
Accounting Syandards PP No. 71 of 2010 in the Medan City Government with the
aim of finding out the Analysis and challenges of the Medan City Government in
applying Accrual-Based Government Accounting Standards to become good
governance. For the Medan City Government, especially in the BPKAD Medan
area, it is hoped that this research can be useful in applying accrual-based
accounting. This research uses descriptive research methods. In collecting data
using interviews, observation, and documentation studies, as well as internet
searching. The results of the study show that the Implementation of Accrual -Based
SAP in Medan City Government is quite good and effective. This is marked by the
conformity of the preparation of the financial statements in the City of Medan
Government with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning
Accrual-Based Government Accounting Standards. The challenges faced by the
government in implementing accrual-based SAP consist of an accounting system
or information technology based system, commitment from the leadership,
availability of competent human resources, resistance in change and the
environment / community, the five challenges can be overcome by the City
Government of Medan effective and efficient. Currently the Medan City
Government uses the SSIMDA (Regional Management Information System)
application to support and support SAP-based Accrual PP No. 71 of 2010

Keywords : Accrual-Based Government Accounting Standards and Government
Challenges

Vi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mendapat persetujuan dalam lingkup keuangan pemerintah, pihak
eksekutif harus menyusun anggaran dan menyampaikan kepada pihak legidatif
serta bertanggungjawab untuk terwujudnya tata kelola yang baik (good
governance). Sedangkan menurut Bastian (2014:8), Kementerian dalam
organisas sektor publik memiliki wewenang dan tanggung jawab utama

termasuk menyediakan laporan keuangan organisasi tersebuit.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006
tentang pelaporan keuangan dan kinerja instans pemerintah bahwa setiap
entitas pemerintah yang menggunakan dana yang berasal dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar
Akuntans Pemerintah yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Pemerintah organisasi sektor publik dapat berupa Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Pemerintah Daerah, Kementerian, serta Badan Layanan Umum
(BLU) dan lainnya. Di Indonesia basis akuntans yang berlaku meliputi basis
kas (cash basic) dan basis akrua (accrual basic) yang mana basis kas adalah
teknik dasar pencatatan dalam akuntansi dimana uang benar-benar diterima dan
dikeluarkan. Secara umum dapat didefinisikan adalah peristiwa pada saat kas

atau setara kas diterima atau di bayar yang basis kas juga mengakui bahwa



adanya pengaruh transaks yang digunakan untuk pengakuan pendapatan,
belanja dan pembiayaan. Sedangkan menurut KSAP (2010:30) menyatakan
bahwa basis akrual adalah basis akuntans yang mengakui pengaruh transaks
dan peristiwva lainnya pada saat terjadi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

CTA (Cash Toward Accrual) atau disebut juga sebagai akuntans kas
menuju akrual yang menggunakan dasar pencatatan basis akuntansi pada sektor
publik atau pemerintahan sampai dengan akhir tahun 2014. Semua entitas
diwgibkan menggunakan basis akrual mulai Januari 2015 sebagal dasar
pencatatan laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang
maksudnya akan memberikan manfaat lebih bagi para stakeholder. Mulai awal
Tahun 2015 Laporan Keuangan yang disgjikan bertambah 3 Laporan yaitu
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Saldo
Anggaran Kurang/Lebih dari yang sebelumnya berjumlah 4 (empat ) Laporan
Keuangan yaitu Laporan Realisas Anggaran, Laporan Posis Keuangan,
Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyusunan
laporan keuangan berbasis akrual entitas Pemerintah Pusat memiliki kewgjiban
menyusun 5 (lima) Laporan Keuangan dan tidak termasuk Laporan Arus Kas
dan Laporan Saldo Anggaran Kurang/Lebih karena ini menjadi kewajiban
Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN)

(bppk.kemenkeu.go.id).

Fenomena yang terjadi di Pemerintahan Kota Medan adalah selama 4

tahun berturut-turut Pemerintah Kota Medan mendapatkan Opini Wajar



Dengan Pengecualian dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Perwakilan
Sumatera Utara yang disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya SDM yang
kompeten ddam memahami SAP Berbasis Akrual PP No.71 Tahun 2010
dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan

(www.medanbi snisdaily.com).
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Gambar 1.1 Hasl Pemeriksaan L KPD K ota M edan

Penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/
Kota yang mengacu pada Pedoman Kebijakan Akuntans Pemerintah Daerah
yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntans Pemerintah Berbasis Akrua pada
Pemerintah Daerah yang juga didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah.
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Kemudian tersedianya SDM yang kompeten menjadi salah satu tantangan
yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Oleh karena
itu pemerintah pusat dan daerah harus fokus dalam menyusun perencanaan dan
penempatan sumber daya manusia dibidang akuntansi pemerintah. Faktor lain
yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dari pimpinan dalam hal ini
yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pemimpin
organisasi/instans itu sendiri. Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan
kunci keberhasilan suatu perubahan. Lemahnya komitmen dari pimpinan
satuan kerja yang menjadi salah satu penyebab kelemahan dalam penyusunan
laporan keuangan di beberapa Kementrian/Lembaga. Faktor selanjutnya adalah
sarana pendukung berupa teknologi informas berupa hardware dan software

yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. (Dora, 2014:11)

Dengan diterapkannya SAP ini dapat mempermudah entitas-entitas dan
Badan Pemerintah bailk Pusat maupun Daerah dalam menyusun laporan
akuntans yang mengikuti pedoman pada standar akuntans ini sehingga dalam
Penyagjian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang nantinya akan dijadikan
faktor penentu kebijakan keuangan dan sebagai alat pengambilan keputusan
oleh pihak yang berkepentingan dan mendapatkan Opini Waar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saat ini telah diamanatkan untuk
menerapkan SAP berbasis akrual termasuk Pemerintahan Kota Medan yang
menjadi objek penelitian ini. Dengan adanya fenomena dan teori diatas maka

peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Penerapan Standar



Akuntans Pemerintahan Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 Dalam

Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintahan Kota Medan”.

B. Identifikas dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang
disgjikan oleh Pemko Medan selama 4 Tahun berturut-turut mendapatkan
Opini Wgjar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK disebabkan karena
SDM di Pemko Medan belum sepenuhnya memahami SAP berberbasis
akrual (PP No. 71 Tahun 2010).
2. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikas masalah diatas, maka penulis akan melakukan
penelitian dengan batasan Penerapan Standar Akuntans Pemerintah
Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 pada PSAP 01di Pemerintahan Kota
Medan dengan dukungan data-data Laporan Keuangan tahun anggaran
2017.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penygjian laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan apa
sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam
menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan SAP berbasis akrual PP

Nomor 71 Tahun 20107?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penédlitian

a. Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan di Pemerintah
Kota Medan apa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Kota Medan dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan
SAP berbasis akrual PP Nomor 71 Tahun 2010.

2. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi
masyarakat yaitu:

a. Bagi penulis diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi dalam ilmu
keuangan dan sarana menambah wawasan, khususnya di bidang Standar
Akuntansi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Penyajian Laporan
Keuangan.

b. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
motivas bagi lingkup keuangan pemerintah.

c. Bagi pendliti selanjutnya hasil penelitian ini mendorong dilakukannya
penelitian-pendlitian Akuntans Sektor Publik selanjutnya, kemudian

dapat memberikan gambaran serta menambah referens.



E. Keadian Penelitian
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Evelyn Novianti

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan judul “Evaluasi Penyajian

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintah”.Sedangkan penelitian ini berjudul® Analisis Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 tahun 2010 dalam Penyajian Laporan

Keuangan Di Pemerintahan Kota Medan”.

Terdapat perbedaan dan persamaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan 1 variabel bebas
yaitu Penygjian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
Tahun 2014 dan 1 variabel terikat yaitu Berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntans Pemerintah. Sedangkan
penelitian ini menggunakan hanya satu variabel atau tunggal yaitu Standar
Akuntans Pemerintah Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 dalam
Penyajian Laporan Keuangan.

2. Jumlah observasi/sampel (n) :Penelitian terdahulu dan peneliti saat ini
meneliti sesuai dengan kriteria.

3. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada tahun
2016 sedangkan penelitian ini melakukan penelitian pada tahun 2018.

4. Lokas Penelitian : Penelitian terdahulu di Kabupaten Gunung Kidul

sedangkan penelitianini di Kota Medan.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A.Landasan Teori
1. Standar Akuntans Pemerintah
a. Pengertian Standar Akuntans Pemerintah

Menurut Suwanda (2015:86), Standar Akuntans Pemerintah (SAP)
adalah prinsp-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP
merupakan dasar persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya
meningkatkan kualitas |aporan keuangan Pemerintah Indonesia.

Sedangkan Mahmudi (2016:29) Menyatakan bahwa Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) merupakan pedoman yang mengatur bagaimana laporan
keuangan tersebut seharusnya disgjikan. Standar Akuntansi Pemerintah
mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui/dicatat, kapan harus
diakui dan bagaimana cara mengukur serta melaporkannya. Terkait dengan
standar akuntans ini, pemerintah pada bulan Juni 2005 mengeluarkan PP
No. 24 Tahun 2005 yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan
daerah dalam menyajikan laporan keuangan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa standar akuntans
pemerintah adalah ketentuan yang menyatukan persepsi antara pihak
penyusun, pengguna dan pihak auditor yang berlaku di suatu negara
bertujuan untuk mengatur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat
maupun daerah dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan

disetiap daerah untuk mencapai transparasi dan akuntansilitas. Beberapa



pernyataan diatas menyatakan SAP merupakan prinsp/pedoman akuntans
yang harus diterapkan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan
kualitas laporan keuangan. SAP juga mengatur tentang bagaimana suatu
transaks yang diakui/dicatat, kapan harus transaks diakui dan bagaimana
mengukur dan mel aporakanya.
b. Penerapan Standar Akuntans Berbasis Akrual No. 71 Tahun 2010
Standar Akuntanss Pemerintah (SAP) yang diperlukan untuk
penyelenggaraan akuntansi pemerintah dalam rangka akuntabilitas dan
transparans yang diberlakukan untuk pemerintah pusat dan daerah. Seperti
yang tertuang dalam Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara mengatur perlunya SAP sebagai pedoman dalam penyusunan dan
penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan
daerah. Selanjutnya, yang tertuang pada Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa penyusunan SAP
dilakukan oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)..
Menurut PP RI (2005:11) menyatakan bahwa KSAP terdiri dari Komite
Konsultatif Standar Akuntans Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan
(Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas untuk memberi konsultas
dan/atau pendapat dalam rangka perumusan Konsep Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Kerja
bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun Konsep-Konsep
Rancangan Peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada Menteri

Keuangan untuk proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah.
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Akuntans berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang
diperlukan dalam rangka transparas dan akuntabilitas pemerintah
(KSAP,2006). Widjgjarso (2008) menjelaskan bahwa alasan penggunaan
basis akrual dalam laporan keuangan, antara lain:

1) Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informas yang cukup,
misalnya transakss non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi
misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan
basis akrual sangat disarankan.

2) Akuntans berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk
menggambarkan biaya operas yang sebenarnya.

3) Akuntans berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat

diandalkan dalam informas aset dan kewajiban.

Pelaksanaan basis akrual akuntanss sektor publik adalah untuk
mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan
publik serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.
Pada organisas sektor publik basis akrual dimaksudkan untuk
mengungkapkan informasi mengenai biaya operas dan biaya pemulihan
(cost recovery) atas penyediaan suatu pelayanan dan sgjauh mana biaya

pelayanan tersebut dapat ditutup oleh pendapatan dalam periode tertentu.

Pemerintah Pusat sebenarnya bisa sgja langsung berpindah dari basis kas
ke basis akrual tetapi karena adanya Peraturan Kepmendagri Nomor 29
Tahun 2002 vyang tertuang untuk mengatur Pemerintah Daerah dalam
menggunakan basis kas modifikasian, yaitu kombinas dasar kas dengan

dasar akrual. Berdasarkan basis kas modifikasian, transaksi penerimaan kas
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atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayarkan
(basis Kas). Kemudian pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk
menghasilkan neraca yaitu dengan cara mengakui transaks dan kegadian
dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas belum
teredisir. Selain itu basis kas modifikasi juga mengukur arus kas dari
sumber-sumber keuangan lancer dengan cara mengukur kas dan kewajiban
kas dengan mengakui transaksi-transaksi-transaks yang terjadi pada akhir
tahun yang secara normal diharapkan terjadi penerimaan kas serta

pengeluaran kas pada periode waktu tertentu setelah akhir tahun.

Pada tahun 2010, untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban
kinerja, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun
2010 tentang Standar Akuntanss Pemerintahan (SAP) yang diterapkan
selambat-lambatnya pada tahun 2015. Perubahan yang sangat nyata dari
SAP sebelumnya yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntans berbasis akrual
(accual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang
sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrua (cash
toward accrual). Saat ini, pemerintah telah menyusun laporan keuangan
dengan akuntansi berbasis akrual yang merupakan basis transis sampai
dengan akuntansi berbasis akrual sebagaiman ditetapkan dengan paket UU

bidang Keuangan Negara dapat diterapkan di Indonesia.

Menurut Fakhrurazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya
Standar Akuntansi Pemerintah adalah laporan keuangan yang dihasilkan

dapat memberikan informas keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh
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kepada stakeholders. Kemudian manfaat sdlanjutnya adalah dapat
memberikan informasi mengenai seluruh pengeluaran yang dibiayai melalui
kecukupan penerimaan pemerintah yang salah satunya juga dapat
memberikan keseimbangan antar generas serta untuk mengetahui apakah
generas mendatang juga ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
Laporan keuangan yang dihasilkan semata-mata untuk mencapai tujuan
yang telah direncanakan dengan mempertanggung jawabkan pengelolaan

dan pelaksanaan kebijakan sumber daya.

2.1 Table Perbedaan antara Basis Kas Menuju Akrual dan Basis Akrual:

No Uraian Basis Kas Menuju Akrul Basis Akrual
1.| Jenis a. Laporan Redlisasi | a.  Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Anggaran (LRA) b. Neraca
b. Neraca c. Laporan Arus Kas
c. Laporan Arus Kas | d. Catatan AtasLaporan Keuangan
(LAK) e. Laporan Operasional (LO)
d. Catatan Atas Laporan | f.  Laporan Perubahan Ekuitas
Keuangan g. Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih
2.| Pengekuan | Pada saat kas diterima | a.  Pendapatan pada LO saat hak timbul
Pendapatan | pada RKUN/D (kecuali dan atau adanya aliran sumber daya
satker BLU). ekonomi.
b. Pendapatan pada LRA, saat kas
diterimadi RKUN/D
3.| Pengukuran | Pada saat kas dikeluarkan | a.  Beban pada LO ssat kewajiban
Belanja dan RKUN/D (kecuali timbul, komsumsi aset, atau
satker BLU) penurunan manfaat ekonomis/potensi
jasa
b. Belanja pada LRA, saat pembayaran
kas keluar dari RKIN/D.

Sumber : Smanjuntak (2010)

“Sumber daya manusia, kedudukan, fasilitas dan infrastruktur, peraturan
dan intensitas pelatihan administrass dan akuntabilitas Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) mempengaruhi ketepatan waktu |aporan
keuangan pemerintah daerah”(Muda dkk:2014). Ketika SAP berbasis akrual

telah ditetapkan maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
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telah memiliki pedoman yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku
untuk menyusun dan menygjikan laporan keuangan. Dengan ini pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat mengimplementasikan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan efektif, efisen dan sesuai
sehingga berbagai pihak yang berkepentingan mendapatkan informas yang

andal dan lengkap dilaporan keuangan pemerintah.

Menurut Simanjuntak (2010), tantangan-tantangan yang dihadapi dalam
penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintahan Indonesia adalah

sebagai berikut:

a) Sistem Akuntans dan information technolog (1T) based system
Adanya kompleksitas implementas akuntans berbasis akrual,
dapat dipastikan bahwa penerapan akuntans berbasis akrual
dilingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT based
system yang lebih rumit..
b) Komitmen dari pimpinan
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan
dari suatu perubahan. Di undangkannya tiga paket Keuangan Negara
serta Undang-Undang Pemerintah Daerah menunjukkan keinginan yang
kuat dari pihak eksekutif dan pihak legidative untuk memperbaiki Sistem
Keuangan Negara, termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan.
Yang menjadi ujian sekarang adalah peningkatan kualitas produk
akuntans pemerintahan dalam pencatatan dan pelaporan oleh

Departemen atau Lembaga di Pemerintah Pusat dan Dinag/Unit
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Pemerintah Daerah sistem akuntans pemerintah pusat mengacu ke
pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan.
¢) Tersedianya SDM yang kompeten
Penyigpan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
memerlukan SDM yang memiliki kompetens, khususnya di bidang
akuntans pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemrintah
daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM dibidang
akuntans pemerintahan. Termasuk didalamnya memberikan sistem
insentif dan remuneras yang memadai untuk mencegah timbulnya
praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh SDM yang terkait
dengan akuntansi pemerintahan.
d) Resistens terhadap perubahan
Perubahan yang terjadi dapat membuat pihak internal yang sudah
terbiasa dengan sistem lama akan sulit untuk mengikuti perubahan yang
telah ditetapkan Untuk itu, penerapan berbagai kebijakan akuntansi
pemerintahan perlu dilakukan melalui sosialisas.
€) Lingkungan/Masyarakat
Kepedulian dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung
keberhasilan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan Dengan
dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih

transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya.
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Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntans
Pemerintahan terdiri dari :
a) PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan
b) PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisast Anggaran
¢) PSAP Nomor 03 Tentang Laporan Arus Kas
d) PSAP Nomor 04 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
e) PSAP Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan
f) PSAP Nomor 06 Tentang Akuntansi Investas
g) PSAP Nomor 07 Tentang Aktiva Tetap
h) PSAP Nomor 08 Tentang Konstruksi dalam pengerjaan
i) PSAP Nomor 09 Tentang Akuntansi Kewajiban
J) PSAP Nomor 10 Tentang Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
k) PSAP Nomor 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

[) PSAP Nomor 12 Tentang Laporan Operasional

. Laporan Keuangan
a. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan Keuangan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PP Nomor
24 Tahun 2005 merupakan “Laporan yang terstruktur mengenai posis
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan”.

Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang

telah dilakukan. Lapoan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-
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prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
(Erlina, 2008:18).

Laporan Keuangan disusun untuk memberikan informasi kepada para
stakeholders dalam membuat suatu keputusan dapat lebih berkualitas, bukan
hanya itu laporan keuangan juga harus dilengkapi dengan pengungkapan
yang memadal untuk informasi-informasi yang dapat mempengaruhi
keputusan.

Menurut Mardiasmo (2009:161-162) tujuan dan fungs laporan

keuangan sektor publik yaitu :

[ —

. Kepatuhan dan pengel olaan (compliance and stewardship).

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retropektif (accountability and
retrospective reporting)

3. Perencanaan dan informas otorisas (Planning and authorization
information)

4. Kelangsungan Organisasi (viability)

5. Hubungan Masyarakat (public relation)

6. Sumber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures)

Kemudian tujuan laporan keuangan menurut SAP yaitu:

Berdasarkan kerangka konseptual akuntans pemerintahan yang
merupakan salah satu bagian dari standar akuntansi pemerintahan,
dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah. Tujuan
pelaporan keuangan yaitu untuk menyajikan informas yang bermanfaat bagi
para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik

keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :
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. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, dan
ekuitas pemerintah

. Menyediakan informasi mengena perubahan posiss sumber daya
ekonomi, kewgjiban, dan ekuitas pemerintah

. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi

. Menyediakan informas mengenai ketaatan realisas  terhadap
anggarannya

. Menyediakan informasi mengenai cara pelaporan mendanai aktivitasnya
memenuhi kebutuhan kasnya

. Menyediakan informasi mengena potens pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluas kemampuan
entitas pelaporan dalam mendanal aktivitasnya.

Dalam penygjiian laporan keuangan vyaitu terdapat beberapa
komponen-komponen dalam satu set laporan keuangan pemerintah yang
terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan financial sehingga
seluruh komponen menjadi sebagai berikut (pernyataan No. 1 PP No.
71/2010 Paragraph 14) :

1. Laporan realisasi anggaran
Menurut PP No 71 Tahun 2010 Laporan Realisas Anggaran
adalah laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah
pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

Laporan Realisas Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokas dan
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penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Berikut ini contoh format dari laporan realisas anggaran yang

tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 :

2.2 Tabel Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran

C:onioh Fommat Laporan Realsas Anggaran Pemenintah Kabupatenkota

PEMERINTAH KABUPATENHOTA

LAPORAN REALISAS] ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR: SAMPAI DENGAN 21 DESEMBER 20X1 dan 20X0

[Dalam Rupkan]
Anggaran | Reallsas| Raallaas|
HO. URALAN 2001 P %) 20D
1 |PEMDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLIDAERAH
3 Peniapatan Pajak Dasran 0 fei W fee
4 Pendapatan Retriousl Dasran 00 o i e
5 Pentapatan Hasll P olaan Kekayaan Dasrah Diptsahkan K K X fee ]
B Laﬂ—aFﬂ'a-F.ﬁD yang g&e s e 0K K i K
E Jumilah Pendapatan Al Dasrah (3 s/d &) R FEER, [ [EEL]
5 PENDAPAT AN TRANSFER
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
11 Diana Bagl Hasll Pajak 0 W00 ¥ e
12 Dana Bagl Hasll Sumber Daya Alam 0K K e K
13 Dana Alokasl Lmum 0K et i fee]
14 [hana Alokasl Khusts 0K K W K
}g Jumiah Pandapatan Transfar Dana Perimbangan (11 aid 14) ] Xy = EEET]
17 TRAMSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
18 Dana Ofonoml Khusus 0 feii i e
19 Dana Penyasualan 0K fei i K
20 Jumian Pendapatan Tranefer Pemerintsh Pusat - Lalnnya (18 aid 13) TR LR
21
22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
23 Pendapatan Sagl Hasl Pajak 0 feii i e
24 Pendapatan Sagl Hasl Lannya K fei] i fee
25 Jurniah Transfer Pemarintah Proving (23 aid 24) X XM X XNEX
26 Total Pendapatan Tranafer (15 = 20 + 25] [EET] [Eix] [ RERE
27
28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
29 Pendapatan Hibah 0 fei W fee
30 Pendapatan Dana Danurat 00 K e fr
El Pentanatan Larma i i ¥ i
3z Jumilah Laindain Pendapatan yang Sah (29 aid 31) TEX ELE) V¥ WEX
gi JUMLAH PENDAPATAN [7 = 26 = 32) AN KK =] XNEX
35 |BELANJA
36 [ BELENJA OPERASI
r Belan|a Pegawal 0K fei] i fee
38 Belan|a Barang 0K et i fee]
38 Bunga 0K K e K
40 Sunskl 0K fei i et
4 Hibah 0K K e fr
42 Bamtuan Soslal K K i K
43 Jumilah Belanja Oparasl (37 aid 42) TXAX TEEX T TARE
24
45 BELANJA MODAL
4 Belan|a Tanan 0 fei W fee
47 Belan|a Peralatan dan Measin 00 K e fr
48 aeaﬂ}aﬂemwlg dan Banguran K K X fee ]
48 Belan|a Jalan, [figas! dan”Jarngan 0K e W fe
50 Belan|a Asat Tetap Lainnya K K X fee ]
51 Belan|a Asat Lalrmya K K K XK
gg Jumilah Belanja Modal [48 sid 51) [EET] RRX, 53 [EET]
34 BELANJA TAK TERDLMGA
55 Belan|a Tak Temuga prrs fer] iy fee]
56 Jumiah Selanja Tak Terduga [55 &fd 55) YR FEiE] 3 EEEE]
gg JUMLAH BELAMJA (43 + 52 + 56) EEAE Xy ETET]
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PEMERINTAH KABUPATENKOTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupian) |

Anggaran | Reallaas Reallaasl
- HRERH an | | |
50 |TRANSFER
50 | TRANSFERIBAGI HASIL KE DESA
B |  Bag Hasl Paak mo | owmo | o | om
52| Ba Hasl Refrous mo | owmo | o | om
63|  Baj Hasl PentapatanLamya mo | om | o | om
B JUMLAH TRANSFERUBAGI HASIL KE DESA [¢18id 63) W | o0 | W | W
& JUMLEH BELANJA DAN TRANSFER (57 - &)
G
&7 SURPLUSIDEFISIT (33 - &5) T O W
G
59 [PEMBIAYAAN
10
71| PENERIMAAN PEMBIAYAAN
72|  Pengqunaan SILPA mo | omo | ow | om
73 Pencalran Dana E}[Eﬂg-]ﬂ i iEd i ) o
74| Hasl Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | om | om | om
75| Pinjaman Dalam Neger - Pemestriah Pusat mo | om | o | m
76| Pinjaman Dalam Neger - Pemestrish Daerah Lanya mo | omo | o | om
77| Pinjaman Dalam Neger - Lembaga Kauangan Bank mo | owm | ow | om
78| Pinjaman Dalam Negen - Lemhaga Kauangan Bukan Bank mo | owm | ow | om
79| Pinjaman Dalam Neger - Obdgas mo | om | ow | om
0| Pinjaman Dalam Neder - Lannga | oM | om | m
8| Penerimaan Kembal Prjaman kepada Penusahaan Negara mo | om | ow | om
82| Penerimaan Kembal Pjaman kepada Penusahaan Daérah mo | om | ow | om
83|  Penerimaan Kemcal Flnﬁnm n%aaa Pemetnian Daerh Ly m | owm || om
N Juiah Pnsrimazn (72 T T | W 0]
8
B | PENGELUARAN PEMBIAYALN
87|  Pembentuban DanaC mo | om | ow | om
89|  Pemyeriaan Modal Pemesiniah Daerah mo | om | ow | om
89| Pembayaran Pokok Hnman Daam Neger - Pemerntah Pusa mo | om | ow | om
90| Pemtajaran Pokok Pirjaman Datam Negeri - Pemerintah Daerah Larnya mo | om | ow | om
91| Pemuayaran Pokak Prjaman Daiam Neger - Lembag Keangan Bank mo | owm | ow | om
92| Pembayaran Pokok Prjaman Daiam Neger - Lembaga Keuangan Bukan Bank mo | om | ow | om
] Fmﬁmﬁn Pl Hnmm aam uﬂ.m mo | om | ow | om
94| Pembayaran Pokok Prjaman Daiam Negerl- Lan mo | om | on | om
il Fernggnjgjnaﬁn}zmm ta}pllmm Pemmﬂs;m b | om | oW |
a0 Pembarian Finjaman FEFIEI'I Pansahaan Dagran 1] i i) m
91 | Pemberian Pijaman bepada Pemennian Daetah Lanmya m | owm || om
9 Jumiah Pangeluaran (87 id mg TR ERET
] PEMEILYAAN NETO (B4 - ) T | T | W | 0]
%
35 | $isa Labih Pembiayaan Anggaran (67 « 33 oo | oo | o | owox

Sumber : PP No. 71 Tahun
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2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Laporan perubahan saldo

anggaran lebih adalah laporan yang menygjikan secara komparatif
dengan periode sebelumnya dan dengan pos-pos berikut ini :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
c. SisaLebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
d. Koreks Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan
e. Lain-lain
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Berikut ini contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran yang

telah tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010

2.3 Tabel Contoh Format L aporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Caontoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Dasrah

PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEEIH
PER 3 '|DEEEI'.|'IEIEH 2001 DAN 20X0

HO URAIAN 20%1 200
1|Saldo Anggaran Lebd Awal XK X
2|Penggunaan SAL sebagai Penermaan Pembiayaan Tahun Benalan [HHK) A
3 Subtotal (1-2) HXX X
4(Siza Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPASIKPA) KXX o
il Subtotal (3 + 4] XX X
fi| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahwn Sebehmmnya XX Xx
T|Lair-lain HXX X
L] Salde Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) HEX X

Sumber : PP No 71 Tahun 2010
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3. Neraca

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Neraca adalah laporan yang
menggambarkan posis keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewagjiban, dan ekuitas padatanggal tertentu.

Berikut ini Contoh format Neraca yang tertuang dalam PP No.
71 Tahun 2010:

2.4 Contoh Format Neraca
Coiminh Format Meraca Pamenmah  ProvinsiKabupaten®ota

FPEMERINTAH PROVINSUKABUPATEN MOTA

MERACS
AER 31 DESEMBER 2031 DAM 200

{ Calam Ruplan)
Hic. Uralan 201 200
1 A%ET
2
3 ASETLANCAR
4 Eas d Kas Dasrah e e
5 Ea3s d Bendanara Pengeiuaran b e b e
[} Fas d Bandanara Persrimaan i aa
7 Irrsesasl Jangka Peniek i i
] Plutang Pajak O O
g Flutang Retribus! O O
10 Pemyishan Flutang {{30ae) eyl
11 Belarja Moayar Dimulka b b
12 Eaglan Lancar Finjaman kepada Panusanacn Megar P P
12 E=glan Lancar Pinjaman kepadsa Penssanaan Dasmh e e
14 E=glan Lancar Pinjaman kepada Pemesinish Pusat e e
15 Baglan Lancar Finjaman kepada Pemenintsh Dasrsh Lannya O O
16 Baglan Lancar Tagihan Penjualan Angsuran o o
17 Bagltan lancar Tuntutan Gant Rugl Fae o
1E Piutang Lainrya o o
15 Pemsedaan i i
20 Jurnian Aast Lancar (4 aid 15) WEH e
21
22 INWESTAS] JANGEA PAMNLAMG
23 Irvesias!] Monpemanen
24 Hirjarnan Jangks Panjang e e
25 Imvestas] dalam Surat Ltang Megaa e e
26 Ivestas] dalam Proyek Pemnbanguran e e
7 IMvestas] Monpermanen Larmya e e
2B Jumiah Investasl Monparmanen (24 s'd Z7) WEX ey
20 IMrestas Permmanan
30 Pemyartaan Modal Pemernintah Ceerah i i
31 IreeEias] Pemnanen Lalnrya e e
3z Jurnlah Investas) Pemmansn (20 aid 31) EE XEE
33 Jumish Investasl Jangka Panjang (28 - 32) WEK bee
34
35 ASETTETAR
3E Tanah i i
37 Pesalatan dan Mesin b e b e
36 Zedung dan Eangunan e e
b= Jalan, ingasl, dan Jaringan o o
A0 Az Tetap Lannya pa e pa e




Contoh Format Neraca Pamenntah ProvinsiKabupaten®ota

PEMERINTAH PROVINSUXABUPATEN KOTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 200D

(Dalam Rupiah)

Uralan

Konssuks! dalam Pengeriaan
Akumuias|
Jumiah Aaet Tetap (36 aid 42)

DANA CADANGAN
a3 Cadangan
Jumiah Dana Cadangan (45

ASET LAINNYA
Taghan Penjualan Angsuran
Tuntutan Gant Rug

Kemtraan gengan Phak Ketiga

Aset Tak Berwuiud
Aset Lan-Lan

Jumiah Agst Lalnnya (50 8/d 54)
JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)

EEalE

5B

E EgEEgs

ho)

E EEssgs

87
8
o8
70
n
72
73
74
75
76
m
78
79
50

ST ROTRGUL SR OB BNl F

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Pemitungan Phak Ketga (PFK)
Utang Bunga

Bagan Lancar Uang Jangka Panjang
Pengapatan Diefima DIMK3
Uang Beiana

Utang Jangka Pendek Lannya
Jumiah Kewallban Jangka Pendek (52 sid 67)

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Oakam Neger! - Sekior Pertiankan
Utang Dilam Negert - Obilgas|
Premium (DIskonio) Obkgas
Uiang Jangka Panjang Lahnya

Jumiah Kewaliban Jangka Panjang (71 8/d 74)
JUMLAH KEWAJIBAN (58+75)

EKUITAS
EKUITAS
JUMLAH KEWANBAN DAN EKUITAS DANA (76+73)

SR -B-R-R-R-

EEEEBEE

EE

EBEg888

EEBEEE

Sumber : PP No 71 Tahun




4. Laporan Operasiond

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Laporan Operasional adalah

laporan keuangan yang menyajikan pos-pos seperti Pendapatan-LO,

beban, transfer, pos luar biasa dan surplus/deficit sebagai berikut :

Berikut ini contoh format laporan operasional yang tertuang dalam

PP No. 71 Tahun 2010 :

2.5 Tabel Contoh Format Laporan Operasional

PEMERINTAH FABUPATERTFOTA

LAPDRAN CPERATIDINAL

LTUE TAHUN YANG BE RANHEN SAMPAI DEMNGAN 31 DESEMSER NI dan 2130

{ Diaiam napésh)

URALAN

¢

Kenalkan/
Penmuranam

¥

sl ghon b b =

[T
R

it B

[

P

pUp:

IRURURLET]
=i in

W
B ok 3

B3
B4
E5]

FEEGIATAN OPERATIOMAL

FPENDAFPATAN AELI DAERAH
Fendapatan Fajak Casrah
Fendapatan Retribus] Dosral
Fendapatan Hasl Fengeiolaan Hekayaan Daerah yang Dipisahkan
Fendapatan A=l Daerah Laimmya
Jumnilah Pendapatan Al Dessraiy] 3 oid 8]

PENDAPATAN TRANEFER
TRANEFER PEMERINTAH PUSAT-DAMA FERINBANGAN
Cana Bagl Hasll Fajak
Cana Bagl Hasll Sumber Caya Alam
Cuana Adolcas| Lrmum
Deana Adokees| Wreses
Jumnilah Pendapatan Transhesr Dana Perienbargan (11 o'd 14

TRANEFER PEMERINTAH PUSAT LAINNTA
Cuana Tionomi Khusus
Dana Femyesuaian
Jumiah Pendapatan Trancher Lainnya (16 cid 15 )

TRANEIFER PEMERINTAH PROVINE|
Smncianamn Sagl Hasl Fajak
Fmncanamn Bagl Hasl Lainrga
Jurmiah F Tranclar Pee Prowined (23 cid 24)
Jumnish Pendapatan Trancler (16 = 20 + 28

LAIN-LAIN PENDAF ATAN ¥ ANGE BAH
Fendapatan Hibar
Fendapatan Dana Desnarst
Fendapatan Lalnmys
Jumiah Lain-iain Perdapatan yang ah (28 oid 3}
JUNILAH PENDAPATAM [T + 28 = 37)

|BEEAN

Beban Fegawal

Beban Fersediaan

Beban Jasa

Beban Femelharzan

Beban Perjalsnan Dinss

Beban Burnga

Beban Subesikdl

Beban Hitah

Beban Baniuan Soesial

Beban Ferpusutan

Beban Transter

Beban Lair-ain
JUMLAH EEBAN (38 oid &)

BURFLUETERSET DARI FERASI [3-2E]

AN WIE 20 EEGIATAN
Sarplus Penjuaian Asst Nonlancar
Supius Pemysbesalan Kawajibar fangka Fanjang
Defisit Fenjuaian A=t Monlancar
DCefisi Femyeiesaian Kewajihan Jangea Fanang
Suplus/De4sk darl Kegiatan Mom Operasional Lainmya

JUMLAH BURPLUSDER SIT DAR] KEGIATAN BON OFERAEICMAL[ES oid 57)
SURFLUSDERST EEEELUM PCE LUAR BIAEA (6D = BE]

FOS LUAR BIAEA
Pencapatan Luar Slasa
Beban Luar Blasa
POE LR BLASA [ 82-83)
BURPLUSIDEFIST-LO | 68 = 54)

EEEEE

HEEEE

EEEEER

ElEEEE

BEEgg

EREEE

B BEE

BEEEE

BB

EE

B

E|EE

E

HH

E|E|E 8

HER

HIEE B

AR EE

AlEjE B8

BIElE BB

HIE[E BB

FEEEEEEEREEEE

EfEEEEEEREERE

B

B| E[fHEEEaEERREE

B

E| FEEEEEREREREE

BEEEERE

EEREEEE

BE|EEE

BlE|dBE |EEBEEEE

ElB[EEE

EE|EEE (EfE|EEEEE

Sumber : PP No. 71 Tahun
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5. Laporan Arus Kas

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Laporan Arus Kas adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo
kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan keluar
kas diklasifikaskan berdasarkan aktivitas operas, investas,
pendanaan, dan transitoris.

Berikut ini contoh format laporan arus kas yang tertuang dalam
PP No. 71 Tahun 2010 :

Tabel Format Laporan ArusKas
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FEMERINTAH KAEBUPATERROTA
Unfuk Tahun Yang Berakhir 3ampal Dengan 31 Decamiber 20001 dan 3050
[Eabods Langeursg

(Dakami Ruplah)
M Uralan 201 | HED
E0 |Aruc Fac darl Aktivisc Pamblayaan
51 |Aruc Macuk Fac
&2 Fencairan Dans Cadangan X i
E3 Hasl Penjusian Keyysan Daera yang Diplsshkan o o
= Finlaman Cuiam Megen - Pemerinkah Pusat X XX
ES Finjaman Catam Meged - Pemerinkah Dasrah Lamnya X 1 4§
=] Frrjaman Daiam MNeger - Lembsgs Keusngan Eank o o
L= Finjaman Catam Meged - Lemiesgs Keusngan Eukan Bank X 4 44
] Prriaman Daiam Neged - Ohilgas] X o
E§ Finjaman Catam Meged - Laiinya X 4 44
el Penerimaan Kembal Pinfaman bepada Fensahasn Negar X o
L Penermaan Kembal Pinfaman bepada Fensahasn Dazrah o o
&2 Fenerimaan Kembal Pinpman b=pada Femerintsh Casrah Lainmya X XX
g3 Jumilsh Arus Macul Fag (52 oid B2 X 3K
o= |Arue Feluar Fac
g5 Fembenibukan Cana Cadangan X XX
5 Penyeriaan Modsl Pemenmiah Daersh o o
&7 Pembayaran Pokok Pinjaran Daism Negen - Pemenmiah Pusat X o
] Fembayaran Pokok Pinjaean Daism Negen - Pemennian Daersh Lanmya o o
L] Fembayaran Pokok Pinjaan Daism Neger - Lembags Kauangan Bant o o
i1 Fembayaran Pokok Pinjaman Dalam Keged - Lembaga Keuangan Bukan Eank X 4 44
bl Fembayaran Pokok Pinjaan Daiam Keger - Colgas o o
2 Fembayaran Pokok Pinjaman Dalam Meged - Lainmya X 1 4§
FE] Femberian Pinjaman kepaids Fenssahaan Kegan X XX
i Femberian Pinjaman kepada Fenesahsan Casmh X o
Fi] Femberian Pinjasan bepada Femieintsh Dasmah Lainmya X XX
b Jumnilsh Aruc Ksluar Foag (55 oid TR o e
7 &ruc Fac Barclh dar] Akthttac Pemiblayasn (B4 - TE) X AKX
T8 [Arues Kac darl AktivEac Konanggaran
79 Aruc Eacok Fac
Bl Fenermaan Perhibungan Fihak Ketga (PFE) X 4 44
Bi Jumitsh Aruc Macul Fag (3 oid B0G X XK
B2 |Arue Kelusr Fac
B3 Fengeuaran Perfungan Flhak Kzdga (PFK) X XX
B Jumnilsh Aruc Ksluar g (23 oid BE) o e
85 &ruc Fac Earclh darl Akthitas Monanggaran {B1 - B4] X 3K
Bh Kanalkcan'Panurunan Fac (31 + &8 + 77 + 3&) 0 4
87 daldo Awal Kac dl EUD X i
Ba Zaldo Akhir Fag dl BUD (5% + 87) X 3K
B 22kdo Aihir Kac dl Banidanary Pengsiusran X X
1] daldo Alhir Fac dl Bandahara Pensrimaan X i

o | X

daldo Aichir Fiag. (88 + BB = 83

Sumber : PP No. 71 Tahun 2010
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. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Laporan Perubahan Ekuitas
menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuita awal, surplus/deficit-
LO, koreks kesalahan serta ekuitas akhir.

Berikut ini conntoh format laporan perubahan ekuitas yang
tertuang dalam PP No 71 Tahun 2010 :

2.6 Tabel Format Laporan Perubahan Ekuitas

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Provinsi/Kabupaten/Kota

PEMERINTAH PROVINSUKABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIQDE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO URAIAN 201 | 20%0
1 [EKUITAS AWAL XK | XXX
2 |SURPLUSIDEFISIT-LO XK | XXX
3 |DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKANKESALARAN MENDASAR
4 KOREKSI NILAI FERSEDIAAN XK | XXX
5 |  SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX | XXX
B LAIN-LAIN XK | XXX
7 |EKUITAS AKHIR XXX | XXX

Sumber : PP No. 71 Tahun 2010

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan
Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

b. Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan ekonomi makro
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c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
target

d. Informas tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntans yang dipilih untuk diterapkannya
atas transaksi-transaks dan kejadian-kejadian penting lainnya

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disgjikan pada
lembar muka laporan keuangan

f. Informas yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntans
pemerintah yang belum disagjikan dalam lembar muka laporan
keuangan.

g. Informas lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang waar,

yang tidak disgjikan dalam lembar muka laporan keuangan

Komponen-komponen diatas disgjikan dalam entitas pelaporan dimana
entitas pelaporan merupakan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) sebagai accounting entity yang bertanggungjawab dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Paragraph 25 dalam Kerangka Konseptua
akuntans pemerintaha, laporan keuangan yang disusun oleh entitas
pelaporan sebagai alat untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
2. Mangjemen

3. Transparasi
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4. Keseimbangan antargeneras

5. Evaluas kinerja

b. Prinsip-Prinsp Akuntans dan Pelapor an Keuangan

Dadang, dan Hendrik (2015:52-53) menyatakan bahwa Prinsip
akuntans dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang
dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar
akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam
melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam
memahami |aporan keuangan yang disajikan.

Ada 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun
2010 yaitu:

1. Basis Akuntansi

2. Nilai Historis

3. Redlisas (realization)

4. Subtans Mengungguli Bentuk Formal ( substance over form)
5. Periodisitas (periodicity)

6. Konsistens (consistency)

7. Pengungkapan Lengkap ( full disclosure)

8. Penygjian Wajar (fair presentation)
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c. KualitasLaporan Keuangan
Penyajian laporan keuangan adalah proses akhir dari semua bukti adli
transaks yang disingkat secara efektif dan efisen untuk tercapainya
pemerintah yang baik (good government). Untuk memberikan informas
tentang posis modal, harta dan hutang yang terjadi dalam suatu Perusahaan
atau Instans Pemerintahan serta laba ruginya maka dari itu sudah menjadi
kewajiban disusunnya laporan keuangan. “Kualitas laporan keuangan adalah
ukuran-ukuran normative yang diwujudkan dalam informas akuntans
sehingga dapat memenuhi tujuannya” Pernyataan ini dijelaskan dalam
Standar Akuntans Pemerintah. Ada beberapa Karakteristik Kualitatif
Laporan Keuangan yang merupakan prasyarat normative yang diperlukan
agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kuadlitas yang
dikehendaki seperti yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu :
1) Relevan
Laporan keuangan biasa dikatakan relevan apabila informasi yang
termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan
memprediks masa depan, serta menegaskan atau mengoreks hasil
evaluas mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi |aporan
keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya.
Informas yang relevan tersebut ialah :
2) Anda
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material tetapi jika hakikat atau



30

penygjiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informas
tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
3) Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih
berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode
sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4) Dapat dipahami
Informasi yang disgjikan dalam laporan keuangan dapat dipahami
oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang
disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dengan demikian SAP merupakan persyaratan utama dalam upaya
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemrintah di Indonesia yang telah
mempunyai kekuatan hukum. Antara penerapan standar akuntansi pemerintah
yang penyusunan dan penyajian laporannya sesuai dengan pernyataan dalam
PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang
juga menjelaskan bahwa “SAP adalah prinsip-prinsip atau pedoman akuntans
yang diterapkan dalan menyusun dan menygjikan laporan keuangan

pemerintah” yang kaitannya sangat erat dengan kualitas |aporan keuangan.

B. Penelitian Terdahulu
Didalam penélitian ini penulis memiliki beberapa penelitian terdahulu
yang telah dijadikan sebagai referensi dalam penulisan skripsi secara ringkas

penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut :
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No Nama Judul Variable | Variabd Y Model Hasil Penditi
Pendliti/Tahun X Analisis

1. Yunita Kurnia | Andisis Penerapa | Dampaknya Deskriptif Penerapan basis
Shanti (2018) Penerapan Basis | N Basis | Pada Kualitatif akrual pada penyajian

Akrual Atas | Akrual Penyajian kelima laporan
Standar Akuntansi | Atas Laporan keuangan telah sesuai
Pemerintah  No. | Standar Keuangan dengan SAP 71Tahun
71 dan | Akuntans 2010 dampaknya yang
Dampaknya Pada | i ditimbulkan  dengan
Penyajian Pemerint adanya sistem
Laporan ah No. 71 akuntansi  berbasism
Keuangan (Studi (SIMRAL) bahwa
Kasus Pada penyusunan  laporan
Satuan Kerja keuangan lebih
Perangkat Daerah mudah, cepat, dan
Kecamatan terintegrasi.

Ciputat Timur)

2. Friska Langelo, | Anadlisis Penerapa | Penyajian Deskriptif Pemerintah Kota
D.P.E Saerang, | Penerapan Standar | n Standar | Laporan Bitung belum
SW.Aleca Akuntansi Akuntans | Keuangan menerapkan PP No.
(2015) Pemerintahan i 71 Tahun 2010 tetapi

Berbasis Akrua | Pemerint telah sesuai dengan
Daam Penyajian | ahan PP NO. 24 Tahun
Laporan Berbasis 2005 yaitu
Keuangan Pada | Akrua menggunakan  basis
Pemerintah Kota kas menuju akrual,
Bitung dan juga terdapat
perangkat pendukung
yang belum teruji.

3. Ameia  Tirta | Evauasi Evaluasi Penyajian Kualitatif Menunjukkan bahwa
Yuningsih Penerapan PP No. | Penerapa | Laporan penerapan  SAP di
(2018) 71 Tahun 2010 | n PP No. | Keuangan Politekkes Makassar

tentang SAP | 71 Tahun | Politeknik sudah cukup efektif.
Berbasis Akrua | 2010 Kesehatan Hal tersebut ditandai
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Dalam Penygjian | tentang M akassar dengan  penyusunan
Laporan Berbasis laporan keuangan
Keuangan Akrual yang telah  sesuai
Politeknik dengan Peraturan
Kesehatan Pemerintah Nomor 71
M akassar Tahun 2010.
Evelyn Novianti | Evaluasi Penyajian | Berdasarkan Deskriptif Menunjukkan bahwa
(2016) Penyajian Laporan Peraturan Komparatif | laporan keuangan
Laporan Keuanga | Pemerintah pemerintah
Keuangan n No. 71 Tahun Kabupaten ~ Gunung
Pemerintah Pemerint | 2010 Tentang Kidul belum
Kabupaten ah Standar sepenuhnya
Gunung Kidul | Kabupate | Akuntansi menerapkan  standar
Tahun 2014 | n Pemerintah penyusunan  laporan
Berdasarkan Gunung keuangan yang telah
Peraturan Kidul diatur pada PP 71
Pemerintah  No. | Tahun Tahun 2010 .
71 Tahun 2010 | 2014
Tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan
EP. Mentu, JJ | Penygjian Penyajian | Sesuai Deskriptif Menunjukkan
Sondakh (2016) | Laporan Laporan Peraturan penyajian laporan
Keuangan Daerah | Keuanga | Pemerintah keuangan pada Dnas
Sesual  Peraturan | n No. 71 Tahun Pendapatan  Daerah
Pemerintah  No. 2010 tentang dan Dinas Sosia
71 Tahun 2010 Standar Provinsi Sulawesi
Tentang Standar Akuntansi Utara Tahun
Akuntansi Pemerintah Anggaran 2014 dan
Pemerintahan 2015 belum sesuai
Pada Dinas dengan Peraturan
Pendapatan Pemerintah No. 71

Daerah dan Dinas

Sosial Prov. Sulut

Tahun 2010
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C. Kerangka K onseptual

Penyagjian laporan keuangan merupakan proses akhir dari semua bukti
adi transaks yang disingkat secara efektif dan efisen untuk mencapal
pemerintahan yang baik (good government) sebagaimana telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi suatu kewajiban
dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama.

Menurut Hariadi, dkk, (2010:115)Standar Akuntans Pemerintah (SAP)
merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah.
Pengguna laporan keuangan termasuk legidative akan menggunakan SAP
untuk memahami informasi yang disgjikan dalam laporan keuangan.

Dari landasan teori singkat tersebut dapat digambarkan kerangka

konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:



Pemerintah Kota Medan

BPKAD (Badan Pengelolaan
Keuangan & Aset Daerah)
Pemerintah Kota Medan

Penerapan Berbasis Akrual PP
NO. 71 Tahun 2010

v
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Tantangan
Sistem Akuntansi Komitmen dari Tersedianya Resistensi
dan Information pimpinan SDM yang Terhadap
Technology (IT) Kompeten Perubahan
based system

Lingkungan/Masy
arakat

Penyajian Laporan
Keuangan (PSAP
01)

evaluasi

Gambar 2.1 Kerangka K onseptual



BAB I11

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Pendlitian

Daam penditian menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel

mandiri,

bailk satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lan

(Sugiyono,2012:13).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Kota Medan J. Kapten

Maulana Lubis No.2, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera

Utara 20112.

2. Waktu Pendlitian

Penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Oktober 2018 sampai

dengan bulan April 2019 , adapun rincian waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian

No

Kegiatan

Agustus s/d Desember Januari 2019 | Februari Maret April
November 2018 2019 2019 2019
2018

314/112|3/4(1]2|3|/4]1|/2[3]4]1/2|3]4]1]2]/3|4

Pengesahan
Judul

Persiapan
Proposal

Pengajuan
Proposal

Persetujuan
Proposal

Seminar
Proposal

Penyusunan
Skripsi

Persetujuan
Skripsi

Sidang Mga
Hijau

Sumber : Penulis 2019

35
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C. Subjek Penelitian
Subjek Penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagal sampel
dalam sebuah penelitian. Didalam pendlitian ini subjek penelitiannya adalah
kepala bidang pembukuan serta staf-staf yang ada di Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan.
D. Jenisdan Sumber Data
1. JenisData
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif
yang mana data yang disgjikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam
bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu
gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya
Pemerintah Kota Medan, vis dan mis, struktur organisasi, tantangan-
tantangan dalam menerapkan SAP berbasis akrual, dan penyajian laporan
keuangan di Pemerintah Kota Medan sesuai dengan PSAP 01.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu
sumber data primer dan sumber data sekunder, data primer dalam
penelitian ini yaitu kepala bagian pembukuan akuntans serta staf-staf yang
ada di BPKAD Kota Medan dan data sekundernya adalah Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Medan.
E. Definis Variabel dan Definisi Operasional
Penelitian memiliki satu variable/tunggal yaitu Penerapan Standar
Akuntans Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan

Keuangan di Pemerintahan Kota Medan.
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Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Operasional Indikator

Standar Akuntansi | Prinsip-prinsip akuntansi yang | 1. Sistem Akuntansi dan
Pemerintah wajib diterapkan dalam menyusun Information  Tecnology
Berbasis  Akrual | dan menyajikan laporan (IT) based system.

No. 71 Tahun 2010 | keuangan. 2. Komitmen dari pimpinan
dalam  Penyajian 3. Tersedianya SDM yang
Laporan Keuangan kompeten.
4. Resistensi terhadap
perubahan

5. Lingkungan/masyarakat.

Sumber (Suwanda, 2015:86) Sumber(simanjuntak, 2010)

Sumber : pendliti (2018)

F. Teknik Pengumpulan Data
1. Observas
Sugiyono (2014:226) menyatakan bahwa Observasi adalah dasar semua
ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu
memperoleh fakta mengenai dunia nyaa yang diperoleh mealui

pengamatan.

2. Wawancara
Menurut Sugiyono (2014:231), Wawancara merupakan pertemuan dua
orang untuk bertukar informas dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikontrukskan makna dalam suatu topik tertentu. Metode ini dilakukan
dengan cara mengaj ukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber.
3. Dokumentasi
Menurut Shanti, yunita kurnia (2018) Dokumentasi merupakan teknik

pengumpulan data yang diperlukan berupa dokumen-dokumen yang
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berhubungan dengan penelitian yang diperoleh melalui proses permintaan
peneliti secara langsung kepada bagian akuntans.
G.Teknik AnalissData
Teknik analisis data yang digunakan pada pendlitian ini adalah analisis
deskriptif. Dimana data dari Pemerintahan Kota Medan Pada BPKAD (Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah) diandlisis dengan menggunakan
kalimat sebagai dasar teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas dan berfungs sebagai penjelasan atas analisis data.
Langkah-langkah teknik analisis data didalam penelitian ini adalah :
1. Melakukan identifikas terhadap LKPD Kota Medan terkait penerapan
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010.
2. Mendeskripsikan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.
3. Menganalisis kesesuaian data yang didapat dengan PP No. 71 Tahun 2010:
a) Laporan Realisas Anggaran (LRA)
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
¢) Laporan Neraca
d) Laporan Operasional (LO)
€) Laporan Arus Kas
f) Laporan Perubahan Ekuitas
g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
4. Mengidentifikas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam
menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan Standar Akuntans

Pemerintah berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasll Pendlitian
1. Deskrips Umum Objek Penelitian
a. Sglarah Singkat Tentang Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kota Medan

Badan Pengelola Keuangan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Medan disahkan pada tanggal 28 Desember 2011. Dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah
Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan
negara, dimana reformas ini dilatarbelakangi oleh faktor kebutuhan
penggantian peraturan perundang-undangan keuangan yang masih mengacu
pada peninggalan pemerintah kolonial. Hal ini dikaitkan dengan besarnya
belanja negara sehingga diperlukan suatu metode pengawasan yang
memadai selain pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan. Pengawasan dapat dilakukan secara internal yaitu
melaui satuan kerja pengawasan dan secara eksternal yaitu keterlibatan
masyarakat dan pengelolaan keuangan negara, maka untuk itulah diperlukan
pertanggungjawaban pemerintahan secara transparan atas penggunaan pajak
yang bersumber dari masyarakat. Sebagai pendukung penerapan
pel aksanaan good gover nance maka dapat dilakukan dengan cara:
1. Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagai |andasan hukum
2. Penataan Kelembagaan

3. Penataan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara

39
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4. Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang keuangan
b. Vis dan Mis BPKAD Kota M edan

Vis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota
Medan 2011/2015 yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah
Kota Medan yang Profesional, Berwawasan Mangemen Pengelolaan

Keuangan yang sistematis, efektif dan efisien”.

Sedangkan Mis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparasi, efisens dan efektvitas pengel olaan keuangan
daerah kota medan

2. Meningkatkan sistem pengelola keuangan daerah melalui teknologi yang
lebih baik

3. Meningkatkan efisienss dan efektivitas struktur organisasi perangkat

daerah kota medan
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c. Struktur Organisas BPKAD Kota Medan

{ KEPALA BPKAD ]

SEKERTARIS BPKAD 1. SUBBAGIAN
UMUM
2. SUBBAGIAN
KEUANGAN
3. SUBBAGIAN
PENYUSUNAN
BIDANG BIDANG ANGGARAN BIDANG AKUNTANSI
PERBENDAHARAAN DAN PELAPORAN
1 SUBBIDANG 1. SUBBIDANG
BELANJA PENDAPATAN 1. SUBBIDANG
2. SUBBIDANG GAJI 2. SUBBIDANG BELANJA AKUNTANSI
3. SUBBIDANG 3. SUBBIDANG BELANJA 2. SUBBIDANG
VERIFIKASI DAN TIDAK LANGSUNG PELAPORAN
KAS

Sumber : www.bpkd.pemkomedan.go.id

GAMBAR 4.1 Struktur Organisas BPKAD Kota Medan

Struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola
tetap dari hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudkan
kedudukan wewenang dan tanggung jawab dalam system kerjasama untuk
mencapal tujuan yang ingin dicapai bersama. Berikut ini deskrips tugas

BPKAD KotaMedan :
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1. KepaaBPKAD
Tugas Kepala BPKAD adalah sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengel olaan keuangan daerah
b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah
dibidang pengel olaan keuangan daerah .
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pengel olaan keuangan.

2. Sekretariat

Tugas sekertariat adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan sekretariatan
b. Pengkoordinasi penyusunan prencanaan program Badan Pengelola
Keuangan Aset Daerah
C. Pelaksanaan dan  penyelenggaraan  pelayanan  administras
kesekretariatan BPKAD yang meliputi administras  umum,
kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan BPKAD, dll.
Sekretariat membawahi beberapa sub bagian, yaitu diantaranya:
a. Sub Bagian Umum
Tugas Sub bagian umum adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi
umum

3. Pengelolaan hubungan masyarakat, dll.
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b. Sub Bagian Keuangan
Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok dalam
melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam  lingkup
pengel olaan administrasi keuangan.
c. Sub Bagian Penyusunan Program
Sub bagian penyusunan program dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
sekretaris.
3. Bidang Perbendaharaan
Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok untuk
melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dalam lingkup gaji, belanja, verifikas dan kas.
Bidang perbendaharaan membawahi beberapa sub bagian, yaitu:
1) Sub Bidang Gaji
Sub bidang gaji memiliki tugas pokok dalam melaksanakan
sebagian tugas bidang perbendaharan dalam lingkup gaji.
2) Sub Bidang Belanja
Sub Bidang Belanja dipimpin oleh kepala sub bidang yang
berada dibwah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perbendaharaan.
3) Sub Bidang Verifikas dan Kas
Sub Bidang Verifikas dan Kas memiliki tugas pokok dalam

mel aksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan.
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4. Bidang Anggaran
Bidang anggaran memiliki tugas pokok dalam melaksanakan
sebagian tugas BPKAD dalam lingkup pendapatan, belanja tidak

langsung dan belanjalangsung.

Bidang anggaran membawahi beberapa sub bagian, yaitu :

1) Sub Bidang Pendapatan
Sub bidang pendapatan meiliki tugas pokok dalam
melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam lingkup
pendapatan dan pembiayaan.
2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
Sub bidang belanja tidak langsung memiliki tugas pokok
dalam melaksanakan sebagaian tugas bidang anggaran dalam
lingkup belanjatidak langsung.
3) Sub Bidang Belanja Lngsung
Sub bidang belanja langsung memiliki tugas pokok dalam
melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam lingkup
belanja langsung.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Bidang akuntansi dan pelaporan dipimpin olehkepala su bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepaa badan.
Bidang akuntanss dan pelaporan memiliki tugas pokok dalam
melaksanakan sebagian tugas BPKAD dalam lingkup akuntansi dan

pelaporan.
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2. Analisis Penerapan SAP Berbasis Akrual PP Nomor 71 Tahun 2010

Seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 PP No. 71 Tahun 2010
menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan
secara bertahap. Kemudian keputusan penghapusan SAP berbasis kas
menuju akrual yang telah berganti pada Penerapan SAP berbasis akrua
secara penuh mulai tahun 2015 yang sesuai dengna munculnya PP No. 71
Tahun 2010.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah tentang Bagaimana
penyajian laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan, apa sudah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual ?. Hal tersebut telah di paparkan oleh
Kepala Bagian Pembukuan Pemko Medan :

“Laporan Keuangan kami sudah berbasis akrual sejak tahun 2015.”
(Wawancara Tanggal 14 Februari 2019)

Dari hasil pemaparan informan di atas serta dokumen laporan
keuangan Pemerintah Kota Medan yang di dapatkan oleh peneliti, basis
akuntans yang digunakan serta komponen-komponen laporan keuangan
yang disgikan oleh Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan PSAP 01
paragraph 14.

Setigp entitas daerah memiliki siklus akuntans, berikut ini dapat
dilihat siklus akuntans mula dari transaks hingga menjadi laporan

keuangan :



Sumber : pusdikmin.com

Gambar 4.2 Gambar Siklus Akuntans

a. Proses pengumpulan data (dokumen sumber)
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Bukti Buku Neraca
Transaksi Jurnal Besar Saldo
1. 1
Jurnal
Penyesuaian
Laporan umal [
Keuangan «——— Penutup

Dokumen sumber merupakan dasar yang digunakan untuk

mel akukan pencatatan akuntans (jurnal/proses input data) serta dokumen

yang beris tentang informas transaks keuangan. Dokumen Sumber

pengakuan Pendapatan-LO terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD), Surat Ketetapan Retribuss Daerah (SKRD), Surat Tanda

Setoran, dan Nota Kredit/Bukti Transfer Bank sedangkan Dokumen

Sumber pengakuan Beban terdiri dari Surat Tagihan dan Berita Acara

Serah Terima Barang lalu Dokumen Sumber Pengakuan Pendapatan-

LRA terdiri dari Surat Tanda Setoran (STS) untuk Pendapatan Adli

Daerah dan Nota Kredit/Bukti Transfer Bank untuk Pendapatan Dana

Perimbangan kemudian Dokumen Sumber pengakuan Belanja yang
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terdiri dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU/LS/NIHIL untuk
Belanja Pegawai Barang dan Jasa, dan Belanja Modal selanjutnya
Dokumen Sumber untuk transaks lainnya yang terdiri dari Rekapitulas
Gaji untuk potongan PFK, STS PFK, Rekapitulasi penyusutan asset
tetap, Rekapitulas penyisihan piutang, Bukti Memorial penyesuaian
akhir tahun, dan SK penghapusan asset tetap. Pernyataan diatas
menjabarkan tentang siklus pertama dalam pembuatan |aporan keuangan
di Pemerintah Kota Medan.
. Pencatatan Transaks

Proses pencatatan transaksi adalah proses dimana dokumen sumber
dijadikan sebagai pedoman dalam mencatat di buku jurnal. Buku jurna
yang di selenggarakan yaitu Buku Jurna Transaksi, Buku Jurna
Penyesuaian dan Buku Jurnal Penutup
. Pengklasifikasian

Pengklasifikasian adalah proses dimana seluruh transaks di buku
jurnal di posting ke buku besar dan buku pembantu di subsistem masing-
masing.
. Pengikhtisaran

Pengikhtisaran adalah proses dimana penyusunan kertas kerja
mulal dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup serta neraca
saldo setelah penutupan.
. Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan di susun pada akhir tahun anggaran maupun

pada periode-periode tertentu.
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Berikut ini terlihat secara terperinci di gambar ke 2 yaitu proses

akuntans keuangan daerah :

PRIOSES AKUINTANMSL POROR

Dokoman ! Catatan Leapocan
: _ :
i APBD g;__,"‘;:t;;'h“ :
Jenis D mansaksi | |
keuamgan Pemda H '
! Flealiszs H
Pencatatan & AFBD :
- FensgnL:ﬁg: H
- 1 Perinclasan Pelmporan
Dicleamer Sumber [ H
ZFIT i Jurnal Bulna P Laporan
~3F] T * —* Besat : - * Fewmanozm
+ Brakesd Miem=rial | H H |
—1 : i

= Bukti Fenerimazn |
= Bukti Fengeluamn =r=

= Bukti snemozial

'
L TTenTeT laporan Feuamsan
: = Jurmal LBA - 1;:'“'1:“-‘_"- I =LRA
—r=desjurmal - LD ==d === ; SR == = o Lap Ferubaham
Y - E [Rinckamn -
' ' Mexraca [ - Sl
! J : & REmeian) -
! 1. I _ [ T = L
i " = Lap Ferbhan
1
! Elmirzs (LFE}
H = Netars
i = Lap Aoas Fas
: = CALE
1 S
HJ
1 Kobijukan Alnnransi
i

Sumber : keuda.kemendagri.go.id

4.3 Gambar Proses Akuntans Pokok

Gambar diatas menunjukkan bagaimana cara pembuatan laporan

keuangan di setiap daerah seperti di Pemerintah Kota Medan agar |aporan

yang dihasilkan menjadi transparan dan akuntabel serta di pahami oleh

pengguna laporan keuangan dan masyarakat.

Adanya siklus akuntansi yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota

Medan dalam menerapkan SAP berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010,
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berikut ini contoh transaksi dan penjurnalan berbasis akrua di Pemerintahan
Kota Medan:
13 Jan 2017 menerbitkan SKP yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota
Medan memiliki pendapatan pajak hotel sebagai berikut:

a. Pgak Hotel JW Marriot Rp. 120.000.000

b. Pajak Hotel Sartika Rp. 50.000.000

16 Jan 2017 Bendahara Penerimaan Pemko Medan menerima uang dari
Hotel Aryaduta Medan dan menyetorkan uang pajak hotel tersebut ke

Rekening Kas Daerah pada hari yang sama sebesar Rp. 30.000.000.

24 Jan 2017 Pemerintah Kota Medan mengel uarkan uang untuk :

a. Membeli makan untuk rapat Rp. 1.500.000
b. Membayar biaya pemeliharaan peralatan dengan menggunakan uang

persediaan sebesar Rp. 6.000.000

TGL AKUN DEBIT KREDIT
(RP) (RP)
13 JAN | Kasdi Bendahara Pengeluaran -
2017 Piutang Pajak Hotel 170.000.000
Pendapatan Pgjak Hotel-LO - 170.000.000

16 JAN | Kasdi Bendahara Penerimaan 30.000.000 -

2017

Piutang Pajak Hotel - 30.000.000

RK PPKD 30.000.000 -

Kas di bendahara penerimaan - 30.000.000
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24 Jan 2017 Beban Konsumsi Makanan | 1.500.000 -

Beban Pemeliharaan | 6.000.000 -

Kendaraan

Kas di Bendahara - 7.500.000

Pengeluaran

Dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
pemantauan pengendalian intern menjadi salah satu yang harus dilakukan
dan dilaksaankan sesuai dengan perkembangan. Pimpinan Instans harus
memperhatikan dengan serius terhadap kegiatan pemantauan atasa
perkembangan misi organisas dan pengendalian intern. Pengendalian yang
di pantau dengan baik tentuya akan memberikan pengaruh yang sangat baik
dalam jangka waktu tertentu.

Ketika menerapkan SAP berbasis akrual PP Nomor 71 Tahun 2010
setigp Pimpinan instans Pemerintah bertanggungjawab baik dari segi
praktik detail, prosedur, serta mengembangkan kebijakan untuk memastikan
bahwa unsur yang telah menyatu dan menjadi bagian integral pemerintah
serta untuk menyesuaikan kegiatan Instans pemerintah. Hal serupa telah
diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan sebagaimana yang dipaparkan oleh
Kepala Bagian Pembukuan sebagai berikut :

“Ya kita selalu melakukan pemantauan setiap bulan, triwulan, dan

persemester dengan cara pendampingan dan rekonsilias.”
(Wawancara 14 Februari 2019)
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
dalam penerapan SAP berbasis akrual untuk menunjang dan memperkuat
efektifitasnya, Pemerintah Kota Medan harus melakukan beberapa
pengendalian intern dengan cara pemantauan yang berfungs untuk
melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Kota Medan
untuk penilaian independennya, terutama dalam penerapan PP Nomor 71
Tahun 2010.

. Tantangan Penerapan SAP Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010

Perlunya upaya dan kerja sama dari berbagai pihak yang membuat
keberhasilan perubahan akuntans pemerintahan dengan menghasilkan
laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel .

Sehubungan dengan rumusan masalah yang akan dijawab mengenai
kendala atau tantangan yang dihadapi dalam penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual ini di Pemerintah Kota Medan yaitu :

a. Sistem Akuntans dan Information Technology (IT) Based System

Sistem akuntans adalah sistem yang diperlukan oleh pihak
pemerintahan untuk mengidentifikass dan menganaliss resiko.
Kompleksitas implementas penerapan akuntans berbasis akrual yang
membuat sistem Information Technology (IT) based system menjadi
lebih rumit.

Dalam penerapan system akuntansi pemerintah berbasis akrual,
berpengaruh dengan perubahan system akuntansi berbasis kas dengan
berbasis akrual, berikut ini pemaparan Dalam penerapan Sistem

Akuntans Pemerintah Berbasis Akrual, sangat berpengaruh dengan
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perubahan sistem akuntansi berbasis kas dengan berbasis akrual, berikut
pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan
Pemerintah Kota M edan:
“Masalah sistem informasinya sampai saat ini Pemko Medan masih
memakai aplikas SIMDA dalam pengelolaan data keuangannya
serta sistem penggajiannya. Jadi untuk saat ini ya apapun yang
kendala ataupun terkait dengan sistem ya kita selalu komunikas
dengan BPKP, jadi kendala-kendala disini tidak terlalu besar hanya
beberapa item sgja dan tidak terlalu rumit juga untuk dipahami oleh
SDM nya walau ada beberapa SDM juga yang kurang memahami
sistem informasi akuntansi ini .”(Wawancara 14 februari 2019)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dismpulkan bahwa
perubahan sistem informasi akuntansi berbasis akrual tidak menjadi
kendala yang terlalu rumit bagi Pemerintah Kota Medan karena mereka
selalu berkomunikasi dengan BPKP untuk mengurangi kendala-kendala
yang ada sehingga SDM di Pemerintah Kota Medan dapat dengan mudah
memahami sistem akuntansi berbasis akrual dan dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien. Kemudian aplikasi yang digunakan oleh
BPKAD Kota Medan adadah SIMDA (Sistem Informas Manajemen
Daerah) yang berguna mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan
daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting guna
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuju
terwujudnya good governance.
laporan keuangan dibuat oleh pemerintah daerah sebagal entitas
pelaporan seperti yang tertuang pada PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 60
adal ah:
1) Laporan Redlisas Anggaran (LRA)

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
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3) Laporan Operasional (LO)

4) Neraca

5) Laporan Arus Kas (LAK)

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Secara manual atau menggunakan aplikas komputer proses
pembukuan tetap sama vyaitu di mulai dari pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan disgikan
menggunakan Program Aplikass SIMDA, namun terdapat proses
dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh fungs pembukuan
atau akuntansi agar laporan keuangan tersgji secara akurat dengan
menampilkan data yang sebenarnya pada tanggal tertentu. Fungs

pembukuan pada SKPD vyaitu :

1) Pencatatan transaksi jurnal/jurnal akrual

2) Pencatatan transaks penyesuaian pendapatan
3) Input saldo awal

4) Posting data dan

5) Ekspor impor saldo awal dan posting jurnal

6) Laporan keuangan
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Berikut ini merupakan contoh dari aplikasi online yang
digunakan BPKAD Kota Medan dalam pengelolaan data

keuangannya:

Surmber : bpkp.goid
Gambar 4.4 Contoh Aplikasi SIMDA BPKAD

b. Komitmen dari Pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan
dari suatu perubahan terutama perubahan Penerapan Standar Akuntans
Pemerintah Berbasis Akrual.

Dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual maka komitmen dari
pimpinan adalah hal yang utama, berikut ini pemaparan dari Kepala
Bidang Pembukuan Pemerintah Kota Medan:

“Kita disini komit ya untuk harus menerapkan SAP berbasis akrual

ini, kalau dukungan dari atasan kita sering melakukan komunikas

dengan Kementerian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri untuk

melakukan pembelgjaran kesana, jadi kia sering melakukan
pengiriman beberapa staf atau pejabat  khususnya dibidang
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akuntansi untuk pembelajaran kesana.”(Wawancara 14 Februari
2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat dismpulkan bahwa komitmen
yang dilakukan oleh Pimpinan di Pemerintahan Kota Medan sangat
efektif dan efisen sehingga dapat terlaksananya Standar Akuntans
Pemerintah Berbasis Akrual secara penuh.

. Tersedianya SDM yang Kompeten

Persiapan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sangat
memerlukan SDM yang memiliki kompetenss khususnya dibidang
akuntans pemerintahan agar dapat terwujudnya Standar akuntans
Pemerintah Berbasis Akrual.

Dalam penerapan SAP Berbasis Akrual SDM yang Kompeten
sangat berpengaruh dapat terlaksananya penerapan tersebut, berikut ini
pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan :

“Kalau tingkat pemahaman SDM di Pemko Medan saya katakana

nilainya 8 dari 10, sudah cukup baik lah tingkat pemahaman SDM

disini. Terakhir tahun sebelum pemberlakuan penyusunan laporan
keuangan di Pemko Medan kita sudah melakukan BIMTEK ya
untuk seluruh BPK-SKPD. BPK-SKPD itu disini dinamakan untuk

Kasubag Keuangan atau Penatausaha Keuangannya, kita buat

Kasub Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran sudah kita lakukan

pelatihan sih, cuman berapa tahun ini kita tidak melakukan

BIMTEK ya, hanya kita sfathya melakukan pendampingan bukan

BIMTEK atau Diklat. Karena setigp SKPD melakukan

pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan.” (Wawancara

14 Februari 2019)

Dari hasl wawancara diatas dapat dissmpulkan bahwa tingkat
pemahaman SDM mengenai SAP berbasis akrual, khususnya dibagian

keuangan dan perbendaharaan penerimaan dan pengeluaran di

Pemerintah Kota Medan sudah cukup baik dan dengan hal itu penerapan



56

basis akrual dapat terlaksana dengan baik dikarenakan Pemerintah Kota
Medan teah melakukan pelatihan kepada SDM  dengan cara
pendampingan untuk meningkatkan pemahaman SDM dalam menyusun
laporan keuangan.

. Resistens Terhadap Perubahan

Sebagal layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang
sudah terbiasa dengan sistem yang lama, akan enggan mengikulti
perubahan yang baru, untuk itu penerapan berbagai kebijakan akuntans
pemerintahan perlu dilakukan melalui sosialisas.

Dalam penerapan SAP Berbasis Akrual perlunya kebijakan—
kebijakan akuntans diterapkan agar tercapainya hal tersebut, berikut ini
pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan di
Pemerintah Kota Medan :

“Kebijakan akuntansinya telah kami sesuaikan dengan peraturan

yang mengatur tentang Penatausahaan Keuangan Berbasis Akrual

dan telah kami sesuaikan dengan kebijakan akuntansi kami disini,

Terakhir diubah Perwalikota Medan Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kebijakan Akuntans Pemerintah Kota Medan perubahan kedua

atas Perwali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2014.” (Wawancara 14

Februari 2019)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa
Pemerintah Kota Medan telah menyesuaikan dengan ketentuan yang
telah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntans Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penergpan Standar Akuntans
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah, sebagaimana

perubahan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44



57

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntanss Pemerintah Kota
Medan.

. Lingkungan/Masyarakat

Masyarakat adalah poin utama untuk mendukung keberhasilan dari
penerapan standar akuntansi pemerintah dengan adanya dukungan yang
positif dari masyarakat membuat Pemerintah untuk |ebih transparan dan
akuntabel dalam melaksanakan kebijakannya.

Dalam menerapkan Penerapan Standar Akuntans Pemerintah
lingkungan/masyarakat sangat berpengaruh penting, berikut ini paparan
yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan :

“Ya tentu dukungan dari masyarakat sangat penting bagi kami,

karena dapat meningkatkan efektifitas kinerja kami disini untuk

membuat laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.”

(Wawancara 14 Februari 2019)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dismpulkan bahwa
Pemerintah Kota Medan dapat meningkatkan efektifitas kinerjanya untuk
membuat |aporan keuangan yang transparan dan akuntabel dari dorongan
positif masyarakat dan bukan hanya itu masyarakat dapat membantu
Pemerintah Kota Medan dalam menerapkan Standar Akutans

Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010.
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4. Penyajian Laporan Keuangan PSAP No. 01 Pemerintah Kota M edan
a. Laporan Realisas Anggaran (LRA)

Pedoman yang di pakai untuk menganalisis Laporan Realisas
Anggaran di Pemerintah Kota Medan adalah PSAP No.1 tentang
Penyagjian Laporan Keuangan terdapat 5 paragraf di PSAP 01 yang
mengatur mengenai laporan realisasi anggaran yaitu paragraf 35, paragraf
36, paragraf 37, paragraf 38, dan paragraf 39 serta sebanyak 39 paragraf.
Dari hasil andlisis laporan realisasi anggaran di Pemerintahan Kota
Medan terdapat 5 paragraf yang sesual dengan penyajian laporan
keuangan di PP No. 71 Tahun 2010.

4.1 Tabel Laporan Realisas Anggar an Pemerintah Kota M edan

PEMERINTAM KOTA MEDAN
LAPORAN REALISAST ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUR TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2017 DAN 2016

@

|

WO. URUT URATAN ARGGARAN REALISAST ) AFALTSAST |
[ 217 2017 216
| — — —————— + e = =
F ' PEMDAPATAN - LRA SANARTITAIAT | 4435055 452 200,50 PR | A N6 916.009,5
| i PINDAPATAM ASLE DRERAH (PAD) - LRA LA MG | LT 3 BLEZ | 1535.309.574.914,3¢ '
i1 | Perddaputon Pejak Daerah - LAA AN 442,32 | BB | LUSEEINHILR
fa.1 2 Perddapatan Retrinsd Daersh - LA 112 452.533.261,08 “@iw 1555795812600 |
4.1.3 Fendagutan Had Perosnismn Kebayssy Doersh wong Dipeankan - LA | 9.5 E5EAM 00
414 Las-ln PAD Yang Seh - 1RA L 245,059, 146075,18 4,33 28504423475 |
4.2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 345142 S8 0200 | 2668306553 567,00 MAS | 2770807 201000
1.2.1 Fmdacetsn Tonser Pereivtah st - LA L2655 05100000 | 2222085416 73,00 a 1000 1653 1152 44,00 |
4:.2.1.t Eagh Hud Pk - LA 257 310.464.000,00 1SE.SRL216M, 00 LA 222 0656 416,659, 00
1.2.1.2 Eagl Hint Bk Pogei)Sumbey Daya Aan - LA 2081 771.000,00 78X 55,00 Ho 2215 K76 789,00
4.2.1.3 Qaris Mokl U (DAY) - LEA LELLON0.0600600 | 1581404 T5000,20 I | 1611540 595 000,06
q4.2.1,4 Cord s Shoas (DAK) - LRA W5 1RLET100000 IBEBHCN | 0,06 (A BAT, 504, 000,00
l4.2.2 Prexbogutan Trarster Pervariah Aat - Laye < LRA 0 0 qt(-’ 3674752680000
£.2.01 ) Dane Ferpesiaen - A om L | 0nee TI6T47.526.000.00
1.2 Petcupalen Tramafer Pameriah Dooah Lakvr@ - LA 1155377247 702,00 546,530, 342,74 A 336,005 963,560
4$.2.3.1 Pendspatan Eagl Harsd Pagak - LA 1,1%4,734.730 207,00 SA6260,563.32.00 AR | 50595156200
4.2.3.4 Peacigetin Sagt Hint Reried - LEA 27§ 479.395,00 IEANTEN 000 | .00
4.3.6 | Bty Kassngen - LRA | 6005300 000,00 000 | o 0,00 |
4.2.4.1 Eantus Xeomrgen oo Femerrah Doarah Prowis s - LA 195035300, 100,90 neo m ; 0
—— |
5 BELARGA SSHTIINOALINAL | 4 045 1005 1A 53 M2 | ASBET21346851%
5.1 BILANGA OPERAST AN004E6 A0 | LIS EI 62,53 2% | 1962301.617.29055
5.1.1 T Bk Pegawnl LB6226R9MA | LAS2 1L T 9,20 | LE31.524.035.678.9)
5.1.2 Drdorps Bamng oar Je 2I0IEESIRINM | LASI NG TOT H465T SR ERRStR S RITR ]
§-1.5 | Belergs Moo 000000000000 55 376515000 @0 | 40360209m
S.1.6 Eebrfy Bavnian Sosd 7450, 704 000,00 ‘ THES6.900,00 9 | T54.000.000.00 '
5.2 | EELANIA MODAL LA ASI SO0 7475551 30000 068 IS0 08000 |
] - 1 3 ;! 1
5.1 Seanhy Mody Tas E!!MEWNLN‘ G6.535.256.216 00 b 9017560000
[5.2.2 5521 Moddl Peratsn e Mess WATATIGB00 | 133070005200 R | EIMOEAB0
5.2.3 ( Bukaria Mok Gevtng e Rengunon 147054 050. 225,00 SEA48). 195 09 00 ¥R | BHAAGISIE0 |
5.2.4 s Moddl Jeas, Iiges cen Secngan MSAASBHIRL0 | 110121157 013,00 BE | SHANLINN0N
£.2.5 ‘ Detyra Mod Acet Tes Latvwe LANYGRT000 | LM B0, 00 "na L) IM‘—'?,:O‘
RN 1t ) ;

S AR PEABAAA B 2 M Daanae
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T REALISAST
016

MO, URUT URALAN [

2017 2017 |
] DELANIA TAX TERDUGA 16,126 971 100.00 | am 0noo 257136545350 |
5 Pty Tod T 16,126 %04 18000 0o l nw LAV1385.45550 I
| U PRI | —c A w2l ST SIS

: TRANGIER 7380 364.500,00 1779344 900,00 | “71 1,555, £96.340,00

PR — . e e

a TRANSTER BANTUAN KEUANGAN 7350 304,500, 00 1779344 Se0 00 W | 1.559.4%6. 340,00

6 Trareder Banumn Xeuages Lewd 7350 384 960,00 ’ L7793 %60, 00 PR 1L5SH.196. 300,00
SURPLUS f (DEFTSIT) | (30461191 559,55) IAMONITEST | AN | RIRIMARE0M)|
) ! — —

PEMEIAYAIMN |

PERERIMAAN PEMEIAYAAN 15.461.291.555,9% 16.461.191.559, 79 108,00 19424 08 5 .0)

Pecgoursn SPA 15.461.151.554,5% 35.461,191.559.79 10000 251,575 606530 03
PENGELUARAR PENGIAYAAN 5.000.800.500,90 £.900L000.500,20 100,00 am |
Peepaaon Mooy Investisl Pemerah Doerah S.900.000.000,00 5.000.000.000,%0 10000 0., ‘

Ponlarprin Poboh Podarun Daan Regern 0% ox am am
) { + e —
PENBIAYAAN NETTO | 30.462.191.559.59 W A461.091.559,% 10000 250,575 6% S,003 |

SIS LEBIH FEMBIAYAAN ANOGARAN (SILPA) | e» NS 0.0 3501191 55,70
WALL MOTA MEDAN, ‘

DIULMI ELOIN 5,

AN MEALLIEL ROWLAG PONLE % (0 D MR DAL

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran L ebih
Pedoman dalam analisis laporan perubahan saldo anggaran lebih ini
adalah PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Di paragraf 41
dan paragraf 42 dalam PSAP 01 yang mengatur tentang penyajian
laporan saldo anggaran lebih. Setelah di analisis laporan perubahan saldo
anggaran lebih Pemko Medan ternyata telah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 01 baik di paragraf 41

dan 42.
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4.2 Tabel Laporan Perubahan Saldo Anggaran L ebih Pemerintah Kota

M edan

URAIAN

Sakds Mnggeran Labh vl

Perjunsyt SAL sebags Penavime Prmbiayass Tahun Sarzlar

Sub Toial

Ss2 Leblhyuang Pevbiasaen Angaaran (SILPASINRA)
Sub Total

PEMERINTAH KOTA MEDAN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHTR SAMPAL DENGAN 31 DESEMBER 2017 DN 2016

2017

(Daam Rupeh)
2016
FA51191 550 152 575.606.530.03
RAMLISLSEN BLSTR06.53003
0.0 000

3RS
43701504 536 76

34619055579

LT SRUIRSV R

Kt Kesaiahan Pembrkusn Tahun Sevekamna 0 000
Laran () 0050
Saldo Anggaram Lebih Akhlr 30150453575 1580191 5548
WALI XOTA MEDAN,
DZULMI ELDIN S,
c. Neraca

Pedoman yang di gunakan dalam penyajian neraca adalah PSAP 01

yang mengatur tentang neraca dalam 46 paragraf tetapi penulis hanya

mengambil 29 paragraf sgja untuk menganalisis penyajian neraca, karena

ketentuan-ketentuan pokok neraca tersebut termuat dalam paragraf-

paragraf tersebut. Paragraf-paragraf tersebut yaitu paragraf 44, paragraf

48, paragraf 49, paragraf 51, paragraf 52, paragraf 55, paragraf 56,
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paragraf 58, paragraf 59, paragraf 60, paragraf 61, paragraf 62, paragraf
63, paragraf 65, paragraf 66, paragraf 67, paragraf 69, paragraf 70,
paragraf 71, paragraf 72, paragraf 75, paragraf 76, paragraf 77, paragraf
78, paragraf 79, paragraf 80, paragraf 81, paragraf 82, dan paragraf 84.
Dari hasil analisis neraca Pemerintah Kota Medan, sebanyak 29 paragraf
yang dianalisis penulis ternyata neraca Pemerintah Kota Medan telah
sesuai dan relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
dalam PSAP 01 tentang Penyagjian Laporan Keuangan. Pemerintah Kota
Medan sangat fokus dalam menerapkan Standar Akuntans Berbasis
Akrual dalam Penyagjian Laporan Keuangan sehingga laporan neraca
tahun anggaran 2017 dapat tersesuaikan dengan efektif dan efisien.
Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan seperti
seringnya mengadakan pelatihan dengan cara pendampingan bagi para
pejabat dan staf sehingga dapat tercapainya penerapan basis akrual secara
penuh di Pemerintah Kota Medan di tahun anggaran 2017, serta aplikas
SIMDA vyang tidak menjadi kendala yang terlalu rumit bagi SDM di
Pemerintah Kota Medan dikarena para SDM nya memiliki tingkat

kompeten yang baik dan dapat di katakan nilainya 8.
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4.3 Tabel Neraca Pemerintah Kota Medan

NERACA
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Por 31 December 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)
URAIAN 2017 2010
AsET
ASET LANCAR
Kas & Kan Doersh A1.535.931. 704,66 35,400,941.769,60
Kas di Bencahais Penermaan 79.906,000,00 20.473.500,00
Kas & Bencahrs Pengetuaran 76.557.211,00 0,00
Ko & E=UD 101 562.655,90 60.249.770,19
Kas Lairnya 31.531.000,00 387.30%.065,00
Setarn Kas 0,00 0,00
a0 BOS 64.203.356,01 2447400 700,00
Lvestan Jangea Pandek 0,00 a,00
Putang Pendapatan 756.306.431.257,51 H15.930.904.134,.26
Piutang Latnnyn 9.275,100.840,11 §.516.628.592,36
Parrysihan Putang (2001 764, 488.668,27) (147.961.410.540,11)
Boben Dsbayar Demuka 571.791.666,66 990.500.000,00
Peredasn V6.074,.400.535,91 $4.050.887 906,11
JUMLAN ASET LANCAR 095.655.067.759,69 796,723,607 94743
INVESTAS] JANGKA PANIANG
Irvesstast Jangka Perjang Non Permanen
Trvvestust Jangkn Pav g Entitas Lainnya 0,00 0.00
1rvestas dalarm Obbgps 0,00 0.00
lewestas dalan Proyes. Pembangunan 0,00 0,00
Dune (ergudir 0,00 0,00
Deposito Jangka Penjang 0,00 0,00
Tnvestasi Non Permanen Lairnye 0.00 0,00
JUMLAM L Juergha Noa 0.00 0,00
Irvvestan Jongka Pargong Permanan
Puriyortantt Mocal Pemernintah Daerahy 331 400.938.215,53 324.000.344.048,53
Irvpwslnsl Pucrnanen Lainrys 0,00 0,00
SUMLAH Investast Janghn Parijang Permanen 331.600.938.315,53 324.300.344.040. 53
JUMLAN INVESTAST JANGKA BANIANG 331 600.938.31%,53 324, 300344 040,53
ASET TETAM
Tarah I1.22%.350.253.680,50 21.414.110.751 880,50
Pernintan dan Masin 1,326,107,112.169,01 1.258.951.596.156,57
Gaung dan Bengunen 1.265.392.014.951,53 1 403, 482.876.004,70
Jalany Irigasi, den Jaringan 5.008.132,667.460,50 4236645318 379,65
Adet Tetap Lnioerys 80457 ,690.070,67 94.040.358.102,90
Kanmnes! Calam Pengerinan 23.618.681,010,67 91.035.101.002,67
Akumulag Penyusuean (1.716.078,363.934,80) (2.192.629,322.304,71)
JUMLAM ASET TETAP 28.210.580.255.416,00 20,3064 36.679,047,30
DANA CADANGAN
Cana Cadangen 0,00 0,00
JUMLAN DANA CADANGAN 0,00 0,00
ASET LAINNYA
Toghan Jengsa Paniong 0,00 0,00
Kewnitrias deangan Pnak Ketga A38.550,426.659,52 338.550,426 659,52
At Ticak Borwupid 12.405.6862,.746,34 11,949,040 897 47
Aset Lo 912 .464.620,594,72 162,970,349 797,27
Tagihan Jangka Fanjang Anpsisan DOT 171159545394 105,344,944, 213,00
Pa Q,00 0,00
Puutang Deads dan Kekurangon Pambayaran 0,00 0,00
JUMLAH ASET LAINNYA 1,205 536 874,535,990 531.214.761.977.06
JUMLAM ASET 30.527.773.136.028,20 29.958.683.672.011,10
KEWAJIRAN
KEWAIIBAN JANGKA
Utang Parhitungan Mk Ketga (PFX) 14.547,236,00 .00
Utang Bunga 0,00 0,00
Baginn Lancar Utang Jangka Parjang 0,00 204.382.725,00
Pendspotan Ditervma 9,704,279 665,51 YA 628,145 31
Lnang Seban 143.019.265,064,71 B5.670,70% 964,24
ang Jangka Persiek Lakwrys 100.225.877 606,00 56.270.413,982,00
Halaman 1 dan 2
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URAIAN 01 M0
LA [FXN ¥ \ [
KA P

1 el [ -

e 0.00
—p : T~ = -
JUMLAN KEWAIIBRAN I52.064.000.382.72 154.952.000 214,43
ENULTAS ‘

" 1HTA 3 158 24

JUMULAN KEWAJIBAN DAN DNUITAS DANA IBITITAAINLINIG | 19 MN0.681.072.000 00

d. Laporan Operasional

Acuan dalam menganalisis laporan operasiona Pemerintah Kota
Medan yaitu PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. PSAP 01
sebanyak 8 paragraf diantaranya paragraf 92, paragraf 93, paragraf 94,
paragraf 95, paragaraf 96, dan paragraf 97. Terdapat 7 paragraf yang
sesuai dengan laporan operasional Pemerintah Kota Medan, walaupun di
paragraf 94 pada PSAP 01 tidak sesuai susunan pos-pos dan deskrips
yang digunakan berbeda dengan laporan operasional Pemerintah Kota
Medan, seperti yang dijelaskan pada paragraf ke 94 yaitu penambahan
pos-pos pada laporan operasional dan deskrips yang digunakan serta
susunan pos-pos dapat di ubah apabila diperlukan untuk menjelaskan

operas yang dimaksud.
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4.4 Laporan Operasional Pemerintah Kota Medan

FEMERINTAM XOTA MEDAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAMUN YANG BESUAHIR SAMPAL DENGAN 31 DECEMBER 2017 DAN 2016
URAIAN SALD0 SALDO KERAZIAN
b ad 2087 FT (PENURUNAN ) o
PENDAPATAN - L0 SN A | S50z A M 150,796, 500.521 08 A
PENDARATAN ASLE DAERAN (PAD) - LO LN | JALLOTAENI0A | DeTTIseRLI Arpe
Pebegsetan Doja Doersh - LD PSR VRS 145,16 | 1L XUIAMEO RS | 30 M) nn
beactpatan e Dasat. - 16 114848750 54,0 117546 851004 00 12904 306.320,00 47
Sk Diers yargy w 135680 12000 WA 207,90 5220 0250 6.5
Ly bt 190 Vg S - LD 1AM W 54000 W, ) 427 82T ) (11,28
FENRAPATAR TRANGISR - LO JACHINNIE SN0 | JTAMKTTINNG | (3S0I6400,797,99% o]
Pontgutan Tiawhe Pevervtsn Rue L0 2T A6NLN0 | 300 BSE AN e ZLosssne e
Peadastan Tronsler Peverrim M - L - L0 AW SMO0000 | (XMNTSIEOMM} | (100000
Pondagutan Trwwh Pereressn Duwd: Laswys - L0 ORI IO | AMISEIAMII0 | (LIS G844
Bt R - 1O L0 L) uee noe
Pwatautan Ittt LD MEZZAMEAON | 22005 a1 (PS265.382 177,000 (3508
e Owiem - L0 aco 0 0
SURPLUS MOR OMERASSONAL - L0 aw L] un (]
Seres Parthaien Awt Son L < L0 am Lo om v
Do P Mt Srgks e - (O oue Ly o o“m
S G Kngatn Mon Opmrsorsd Labesa - 1O aee wm 0o om
PEHUAPATAN LUAR BIASA < 40 aw EC Y o o
Serchgtn Law fees - L0 ase am (2] am
menan ALV | IASSONMLT) | (NN A 66172 .
BIBAR OPTRAST SOTEIS I NG | ATORAM MR INTT | (DRI wan
' et P - L0 LO00 AL M16,00 [329,590.040. 758,000 Lo
» Setsw ) Fermctaet LS L0 A6, 108 B 404, 8) (36,838 910 524,95 Ll
m Senn e 1AGS RTIAM |  LIPRO000 T2 AELIS 40304 005 40,77 a7
x Stz Perretarses 41104200 £H11.8Y AT faa4)
" At P Jedena s 176 062457 000,80 W7 T A0 M 00 na
3 Setian Baoge 0% . 0o
. Setan Sl e e &0 | 9,00,
s Bt W 25280 750150, 42008 21091000 405 A0 11100 '\ b
v Scton Pamn Soms 20005008 ] LECH
e e w5 o §
oo
oL SALDO SALDO KEMASKAN
s oo 2007 2018 (PemaRURAN) el
1.7 umm“ AIRIT2.952 KA 9) WSITLAS TR 1290129506529 ESE )
%18 Soten Fempsian Rty 4 Y 1100255 A 16957 260 635,01) (10,44}
$:3-8 LT AOEREIE |  MISIDN | ErsiyMensy| (44
2 SN TRARSIER AT sam AT | B0 .
$.2.1 Betan Transier Ba)y Hask ek Duersh nee " 0,00 0w
9.1.2 Betan Traeefer Boy Hesd Pendapin Livna o om i 0,00
LIRS ] atuen Trasefve R Kesasger: e Pmesissn Coeed) |Laross 00 2.0 neo 0o
4.2.¢ et Transdfvr S Kesergen te Dvad [ . 400 000 0o
9.1.5 Beba Trandfer B Kesangen Lasega LIRS0 .08 L5583 196.3%0.00 220.048.620,00 i
8.2.6 et Transfer Dane Oumons Oesus “n am o o
9.2 Dt Peyqunkan Ased Koo Lancar - 10 am o o L7
2.2 Dett Pevryehession Kewajoan Jangka Pamjang - (O w 00 9 .00
9.1.3 Dt dhrt Kogietan Rom Opaanional Lsssoygs - L0 _am aria " am 00
9.4 BEBAN LUAR BIASA (UL | (100,00
9.4.1 Bt L Bl e msasisn| (oo
r 170.015.900.163,79 265
SURPLUS/DEFISIT DART FOS LUAR BIASA | 914 9006 00 0, 0 ATTAWITI LM A1 0«14 EM 8 .«
WALE KOTA NEDAN,
DIULMI FLOIN 5,
L T Pelarvan 2w 2
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Pedoman dalam menganalisis laporan arus kas Pemerintah Kota

Medan adalah PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan yang terdiri

dari 2 paragraf yaitu paragraf 89 dan paragraf 90. Dari hasil analisis

laporan arus kas di Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan pedoman

di PSAP 01 PP No. 71 Tahun 2010. Berikut tabel Laporan Arus Kas di

Pemerintah Kota Medan :

4.5 Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Medan

PEMERINTAH KOTA MEDAN

LAPORAN ARUS KAS
Pet 31 December 2017 dan 2016

URALAN
Arus Kas dan Axtivitas Operasl
Ahos Kors Ptk
FPorctagatar Paiak Deer sty
Fondapaten Metritus G ut

Fandepatan Hasl Pergeiolaan Kesayoen Deerab Yarsg Diptastian

Lam-lain Pendapstan Al Dass st yang Sen
Diana Bag Mawt Pajak
Oanve B! Ml Bukan Possk (Sounroes Daye Ao
Ouwrve Albant Urenen
Dacin Atchcmst K2 isaiss
Do Purpesciminn
Farvtapnonn Bag Hast) Fajk
Poriapatan Bag Fasl Lainivyy
Iariaty Arsas Ko Nanox
Arrie Kaw Koy s
L Bl
Dumaityn Qs wrg
P ja bebaly
Detaw ' ju Dareuinn Do
Backunn want
Balorie Tak Terthuae
Srvinty Arvw Kae Keluar
Arus Has Baraih itarl AMTIVIGES Oparael

Avas Kas dacl Artivitas Investas!
Aun Wan R
Besiargn Tarat
D jn Par nlotan dan Mesin
Datarnja Bangunan dan Geding
Bsari i Jalon, 1nQoem dan Janwigan
Dastan)n Anat Tetap Latrimgs
Dwruihs Acvss Koo Kot
Arus Kas Barsih dert Aktivitas Investas)

Adun Kas andl Axtivitas Pandanann
Ariey Koy Koo
Purivertann Moded (Tnivestas) Pemarnraat Doornts
Suwrohnts Arvon Kmw Kot
Arus Kas Barsih dart Aktivitas Fandansan

Arus Kas dart Allivitas Transitoris
Arcaw Kaax Mok
Parierimasn) Pertvturigen Filvek Xatiga (PFE)
Sakiin Sean UF YA 20%0
Sxriens Arun Kaw Masux
wrres Kb Kwhaier
Poangaiusran Partutangan Finek Ketage (PEK)
Saldo Wsa UF TA 204
AwTalany Avvam Koaw Kol
Ars M Barsin darl Aktivites Transitons

Kanaikan / (Fenurunan) Bersih Kas Salama Perfods
Setde Awnl Kus @i BUD
Saldo Akhir Kas @i BUD

Man ahh Bendanara Penarimasn
MHas o - el
Kas oy BLUD

W Lunlnavys

Setirn Kas

Kas &l BOS

Saldo Alhir Mas

(Dadam Rupiah)

200>

L 370140 651 442,32
115452 533 261,00
11.095.561.29%,00
126,239 109 501 A7
190582, 70} .
TI0. %4095, 00

1 BRI 63437 5.000,00
339.023.005.123,00

546,200 603 279.00
LT AT 395,00
4.292.245 A5 066 TH

167790 026 739,00
(56903975 906, 5%
29317679 190,00
734656 900,00
L.779.9344 960,00
.00

1207206 279 644N

-N

2016

L 12%5.638,762.947.32
115,557 958,31 26,00
B98N 679 408,00
144,301 ,423,2%2 40
222 088 2416 659,00
2.21%.876. 709,00
551,940,994 000,00
G4 .040.%04.000,00
AB6.747.526,000,00
LI J0% 963 562,00
0,00

LE67.3%54, 165 R0 N1

Y

A A4LAONATAG 00 |
VI 718 A%0 584,20 |
“40.968.310 910,00
294,000,000, 00

1 659,154, 340,00
2.071.38% 493,50

D A4 934894 309,70

1 .OID.O,'I.!QS.QII,JO

,4456.216,00
25.290.508.7,00
58 403.39% 809,00
FAIIJLLB7.013,00
G865 115,6072.00
P00 . BA0. 105 532,00

FALA2D 21 494,11

AL N1 TE.AD0 00
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L aporan Perubahan Ekuitas

Menganalisis laporan perubahan ekuitas Pemerintah Kota Medan
berpedoman pada PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan dengan 2
paragraf yaitu paragraf 101 dan paragraf 102 yang menjelaskan bahwa
laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos
seperti ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan,
koreksi-koreks yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang
berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntans dan
kesalahan mendasar, serta ekuitas akhir dan entitas pelaporan yang
menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam laporan
perubahan ekuitas. Hasil analiss pada laporan perubahan ekuitas
Pemerintah Kota Medan, paragraf 101 dan paragraf 102 ternyata sama
dengan laporan ekuitas Pemerintah Kota Medan.

4.6 Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota M edan

PEMERINTAN KOTA MEDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTIK FERIODE YANG BERAXHIR SAMPAL DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
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B. Pembahasan

Untuk  mendukung penyelenggaran otonomi  daerah  perlu
diselenggarakannya pengelolaan daerah secara profesional dan tanggung jawab
sesual aturan yang berlaku untuk tercapainya good gover nance.

Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintah
Kota Medan telah sesua dengan PP No. 71 Tahun 2010 segjak tahun 2015 hal
ini dapat dilihat dari indikator dalam teori Simanjuntak (2010) tentang
tantangan-tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah untuk menerapkan
SAP berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu sistem
akuntans, komitmen dari pimpinan, tersedianya SDM yang kompeten,
resistens terhadap perubahan, dan lingkungan/masyarakat telah diatas dengan
efektif dan efisien oleh Pemerintah Kota Medan.

Selain itu dari teori suwanda (2015:86) yang menyatakan bahwa Standar
Akuntans Pemerintah Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntans yang
wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah berbasis akrual. Teori ini di jadikan sebagai acuan dalam
menganalisis Penerapan Standar Akuntans Pemerintah berbasis akrual di
Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan data Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2017.

Terdapat alasan mengapa pendlitian ini harus dilakukan dikarenakan
masih kurangnya SDM yang memahami dan fasilitas yang disediakan masih
kurang memadai di setiap daerah padahal aturan ini sudah berjalan selama 4
tahun lamanya sejak Tahun 2015 oleh karenaitu pemerintah daerah dan satuan

perangkat daerah diwgjibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagal
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pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan harus disgjikan
sesual PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans Pemerintah dan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Di sis lain ada beberapa peneliti yang meneliti di daerah tertentu di
Nusantara yang dilakukan oleh Yunita Kurnia Shanti (2018) yang hasi
penelitiannya menyatakan bahwa Penerapan Basis Akrual pada penygjian
kelima laporan keuangan telah sesuai dengan SAP di SKPD Ciputat Timur,
Friska Langelo, D.P.E Saerang, S.W.Aleca (2015) yang hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa belum di terapkannya PP No. 71 Tahun 2010 di
Pemerintah Kota Bitung dikarenakan kendala dalam kesiapan berupa SDM,
serta perangkat pendukung yang belum teruji, Amelia Tlrta Yuningsih (2018)
yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa di Poltekkes Makssar telah
menerapkan SAP berbasis akrual dengan efektif baik dari sistem akuntans
maupun penyusunan laporan keuangannya. Evelyn Novianti (2016) yang hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten
Gunung Kidul belum sepenuhnya menerapkan SAP berbasis akrual baik sistem
akuntans maupun penyusunan laporan keuangannya, dan E.P. Mentu, J.J
Sondakh (2016) yang hasil penelitiannya menunjukkan penyajian |aporan
keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provins Sulawes
Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun
2010.

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki hasil penelitian yang tidak

sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 , ini jelas artinya banyak kendala yang
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dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang tidak dapat teratas dengan baik
sehingga penerapan PP No. 71 Tahun 2010 yang diharapkan sesuai sejak tahun
2015 sampai saat penelitian sebelumnya dilakukan belum dapat diterapkan
secara efektf dan efisen. Berbeda dengan peneliti (2019) yang menyatakan
bahwa hasil penelitian baik dari segi laporan keuangan telah sesua dengan PP
No. 71 Tahun 2010 dan untuk kendala seperti sistem akuntans , resistens,
serta lingkungan dan masyarakat telah diatasi dengan baik oleh Pemerintah
Kota Medan khususnya di bagian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD).



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesmpulan

Dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk
pemerintah pusat maupun daerah untuk tercapainya pemerintah yang
transparan dan akuntabel yaitu tertuang pada PP No. 71 Tahun 2010. Selainitu

ada beberapa kesimpulan yang penulis ssimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Medan telah
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari
7 laporan keuangan.

2. Berdasarkan hasil pendlitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tantangan
pemerintah dalam menerapkan akuntans berbasis akrual seperti Sistem
Akuntanss & Information Techology (IT) based system, komitmen dari
pimpinan, tersedianya SDM yang kompeten, resistens terhadap perubahan,
dan lingkungan/masyarakat dapat diatasi oleh Pemerintah Kota Medan serta
tidak terciptanya kendala-kendala yang rumit seperti sistem akuntans yang
dapat mudah dipahami oleh para SDM di Pemko Medan, serta adanya
pelatihan yang dilakukan olen Pemko Medan seperti melakukan
pendampingan agar meningkatkan efektifitas kinerja SDM dalam

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
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B. Saran
Adapun saran yang dapat digjukan peneliti sebagai hasil dari penelitian
ini dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan adalah :

1. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Medan
harus lebih memahami secara menyeluruh tentang kebijakan akuntansi dan
sistem akuntansi atau aplikass SIMDA yang masih adanya beberapa SDM
yang belum dapat memahaminya dengan baik dan cepat agar tidak muncul
masal ah pada saat penerapannya.

2. Adanya cara untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang
kompeten dibidang akuntansi pemerintahan dengan cara menyusun
perencanaan sumber daya manusia di bidang akuntans dan mengikut
sertakan SDM di bidang akuntansi dalam seminar atau pelatihan dengan
cara diklat atau BIMTEK tentang SAP Berbasis Akrual khususnya di
Pemerintah Daerah.

3. Untuk peneliti selanjutnya, di sarankan untuk memperluas ruang lingkup
penelitian dengan cakupan fokus penelitian dengan tahun anggaran laporan
keuangan yang lebih banyak dan PSAP yang dibahas dapat Iebih banyak
lagi, karena dalam penelitian ini memiliki keterbatasan berupa cakupan
fokus penelitian yang relatif kecil yaitu tentang Penerapan Peratura
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dalam PSAP 01 tentang penyajian

laporan keuangan tahun anggaran 2017.
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